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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of budgetary participation, 
decentralization, public accountability to managerial performance with internal 
control as a moderating variable (case study at boyolali regional work unit). 
 
The population in this study are officials who are in the government of 
boyolali district. Sample selection using proportional random sampling and 
sample that used as many as 82. This research type is quantitative research. The 
analysis tools used are multiple linear regression and moderated regression 
analysis. 
 
The results show that budgetary participation, decentralization and public 
accountability have an effect on managerial performance. While result of analysis 
of moderated regression analysis by using internal control variable as moderation 
variable. The results show that internal controls are not able to moderate the 
relationship between budgetary participation, decentralization, and public 
accountability to the managerial performance of regional work unit manajerial 
performance. 
 
Keywords: managerial performance, budgetary budgeting, decentralization, 
public accountability 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi pnggaran, 
desentralisasi, akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial dengan 
pengawasan internal sebagai variabel moderasi (studi kasus pada satuan kerja 
perangkat daerah boyolali). 
 
Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat yang berada di pemerintahan  
kabupaten boyolali. Pemilihan sampel menggunakan proporsional random 
sampling dan sampel yang digunakan sebanyak 82. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda 
dan moderated regression analysis. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partsipasi anggaran, desentralisasi 
dan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Sedangkan hasil 
dari analisis moderated regression analysis dengan mengunakan variabel 
pengawasan internal sebagai variabel moderasi. Hasilnya menunjukan bahwa 
pengawasan internal tidak mampu memoderasi hubungan antara patisipasi 
anggaran, desentralisasi, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial 
SKPD. 
 
Kata kunci: kinerja manajerial, patisipasi anggaran, desentralisasi, akuntabilitas 
publik 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
1.1. Latar Belakang Masalah 
Pemerintah daerah adalah suatu lembaga yang menjalankan roda 
pemerintahan dimana sumber kepercayaannya berasal dari masyarakat. 
Kepercayaan yang diberikan masyarakat harus diimbangi dengan kinerja yang 
baik. Sebagai salah satu bagian organisasi publik, pemerintah daerah dituntut agar 
memiliki kinerja yang baik serta berorientasi pada kepentingan masyarakat 
(Wahyuni et al, 2014). Kinerja pemerintah daerah saat ini masih menjadi sorotan 
publik karena belum menampakkan hasil yang baik atas pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat (Sari, 2016). 
Pelayanan yang belum baik tersebut dibuktikan dengan banyaknya laporan 
masyarakat ke Ombudsman. Laporan aduan yang masuk ke ombudsman 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang sebagian besar merupakan 
keluhan atas buruknya pelayanan publik pemerintah daerah. 
Gambar 1.1 
Keluhan Layanan Kinerja Pemerintah 
 
Sumber : Data penyelesaiaan laporan masyarakat tahun 2016 
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Dari banyaknya laporan keluhan yang masuk, 40.0% ialah keluhan 
terhadap pemerintah daerah, atas pelayanan maupun kinerja pemerintah itu 
sendiri. Hal tersebut yang menjadikan pemerintah daerah selalu menempati 
peringkat satu terbanyak sebagai pihak terlapor. Laporan masyarakat kepada 
Ombudsman tiga paling tinggi diantaranya mengenai hal penundaan berlarut 
sebanyak 2818 laporan, penyimpangan prosedur sebanyak 1586 laporan, dan 
pemberian pelayanan sebanyak 1375 laporan (Ombudsman, 2016)   
Banyaknya keluhan tersebut rakyat menuntut pemerintah daerah 
mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 
sebagai perwujudan konsep otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 
23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Sari, 2016). Kebijakan otonomi 
daerah pada dasarnya untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah 
dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efesien (Silmilian, 2013).  
Dalam manajemen pemerintahan pada  perkembangannya ada pardigma 
baru yaitu manajemen pemerintah yang berorientasi pada kinerja.  Hasil dari 
implementasi manajemen pemerintahan berbasis kinerja yaitu kewajiban 
pertangungjawaban yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengendalian atas tugas dan fungsi pemerintah yang diwujudkan dalam 
penganggaran berbasis kinerja. Manajemen pemerintahan yang berorientasi pada 
kinerja diharapkan hasil/output dalam setiap target kegiatan unit kerja. lebih 
efesien (Wulandari dan Ikhsan, 2016)  
Kinerja adalah output/hasil dari kegiatan yang telah atau yang ingin 
dicapai  sehubung dengan penggunaan anggaran derngan kualitas serta kuantitas 
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terukur (Sari, 2016). Kinerja adalah sejauhmana tingkat pencapaian dari 
kegiatan/program yang dilakukan memberikan hasil ataupun mencapai tujuan 
(Wahyuni et al, 2014) dengan kata lain kinerja merupakan gambaran mengenai 
tingkat pencapaiaan pelaksanaan kegiatan atau program kebijaksanaan  dalam 
mewujudkan sasaran, tujuan misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam 
perumusan skema strategis.    
Kinerja aparat pemerintah merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk 
membantu atasan dalam menilai pencapaiaan suatau strategi melalui alat ukur 
keuanga dan non keuangan, dimana kinerja dapat diukur dari seberapa jauh 
kemampuan kinerja dalam mencapai target (Dayanti, 2015). Penilaiaan kinerja 
berguna untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang,, kinerja 
pemerintah dinilai dari bagaimana organisasi tersebut memberikan layanan terbaik 
dengan mendayagunakan sumber daya untuk memberikan kepuasan kepada 
masyarakat yang dilayani (Nuryanti, 2012).  
Menurut Wulandari dan Ikhsan (2016) ada beberapa faktor yang 
menyebabkan kinerja pemerintah masih rendah, diantaranya sistem pengelolaan 
keuangan masih lemah, dari proses perencanaan, dan Penganggaran Angaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan APBD, pertanggung 
jawaban berupa laporan hasil pelaksanaan APBD serta pengawasan. Dalam proses 
penganggaran pemerintah daerah selalu terlambat dalam pengesahan APBD. 
Keterlambatan ini menyebabkan program dan kegiatan yang tidak dapat 
dilaksanakan untuk tahun anggaran berjalan, sehingga terjadi keterlambatan 
pembangunan daerah.  
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  Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) pada tahun 2016 menunjukkan 
peningkatan rata-rata nilai evaluasi pada kabupaten/ kota dibandingkan pada tahun 
sebelumnya. Pada tahun 2016 rata-rata nilai evaluasi SAKIP pada kabupaten/kota 
naik 2,95 poin dari tahun 2015 yang hanya 46,92.  Walaupun terjadi peninkatan 
pada tahun 2016, rata-rata nilai evaluasi masih dibawah 50, yang berarti masih 
berada pada katagori C. Sebanyak 425 kabupaten/kota atau 83% dari total seluruh 
kabupaten/kota masih mendapat nilai dibawah B (www.menpan.co.id). 
Rendahnya tingkat akuntabilitas kabupaten/kota dikarenakan empat 
masalah utama, yakni tujuan/sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, 
ukuran tidakjelas dan terukur, program yang ditetapkan tidak bekaitan dengan 
sasaran dan rincian kegiatan tidak sesui dengan maksud kegiatan. Keempat 
masalah tersebut menciptakan inefesiensi penggunaan anggaran pada instansi 
pemerintah yang berpotensi pemborosan minimal 30% dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(www.menpan.co.id). 
Sedangkan hasil evaluasi SAKIP pada Kabupaten Boyolali tahun 2015 
yang ditargetkan mendapatkan nilai angka B pada tahun tersebut belum mencapai 
target yang diinginkan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada ada potensi 
pemborosan dalam pembuatan APBD. Selain SAKIP pemerintah daerah Boyolali 
yang masih mendapatkan nilai CC. Peringkat Aparat Pengawas Instansi 
Pemerintah (APIP) Kabupaten Boyolali masih berada dilevel I, hal ini perlu 
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ditingkatkan karena APIP memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan 
yakni fungsi pengawasan.(www.boyolali.co.id)   
Selain itu APIP bertanggung jawab mengevaluasi fungsi-fungsi 
manajemen lainnya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) kabupaten boyolali menargetkan Aparat Pengawas Instansi Pemerintah 
(APIP) Boyolali pada tahun 2019 sudah berada di level III, yang berarti APIP 
pada level ini mampu menilai efesiensi efektifitas ekonomi suatu kegiatan 
(www.boyolali.co.id). Efesiensi dalam dalam penggunaan anggaran dapat 
menunjukkan kinerja manajerial pemerintah daerah.   
Menurut Sari (2016) fakor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi 
kinerja manajerial pemerintah daerah diantaranya yaitu partisipasi anggaran, 
desentralisasi, akutabilitas publik dan sistem pengendali internal. Penganggaran 
partisipatif memiliki hubungan yang sangat erat dengan kinerja pemerintah daerah 
karena kinerja pemerintah daerah dilihat berdasarkan partisipasi aparat pemerintah 
dalam menyusun anggaran (Sari, 2016). Partisipasi anggaran merupakan kegiatan 
yang penting yang melibatkan berbagai pihak yang mempunyai otoritas dalam 
penyusunan anggaran untuk mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai 
alternative serta tujuan anggaran (Wulandari dan Ikhsan, 2016).  
Partisipasi anggaran merupakan konsep penganggaran untuk menguatkan 
komitmen dari manajemen, pada semua tingkatan baik pimpinan maupun manajer 
dan karyawan sebagai bawahan untuk mencapai tujuan organisasi (Riharjo, 2006). 
Menurut Primadana et al (2014) partisipatif angaran merupakan proses 
keikutsertaan seseorang dalam penyusunan dan memutuskan anggaran secara 
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bersama. Sukses tidaknya para staf dalam suatu SKPD dalam melaksanakan 
anggaran merupakan suatu refleksi langsung tentang keberhasilan ataupun 
kegagalan manajerial SKPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang 
diembannya. 
Selain faktor partisipasi anggaran  dalam era otonomi daerah, dimana 
daerah diberi kewenangan dalam menata dan mengelola sendiri potensi yang 
dimilik dengan srtuktur organisasi tidak sentralistik, maka terjadi proses 
desentraliasai dengan intensitas yang tinggi (Tarjono dan Nugraha, 2015). Dengan 
struktur desentralisasi yang tiggi, sebagian keputusan diambil pada tingkatan 
hirarki organisasi yang tetinggi dan sebagian pada level yang rendah  dalam  
orgamisasi (Primadana et al, 2014). 
Menurut Hidrayadi (2015) desentralisasi merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi kinerja manajerial merupakan pendelegasian wewenang dan 
tanggung jawab kepada manajer. Desentralisasi merupakan pendelegasian 
wewenang dari jenjang yang lebih tinggi ke jenjang lebih rendah untuk 
mengambil kebijakan secara independen. Tingginya tingkat desentralisasi 
merupakan bentuk yang tepat untuk menunjan pencapaian kinerja manajerial yang 
lebih baik.(Wahyuni et al, 2014). 
Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan. Secara umum tujuan 
tersebut dapat diklafikasi kedalam dua variabel penting, yaitu peningkatan 
efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. 
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Dengan demikian tanggung jawab yang lebih besar pada manajerial SKPD 
dalam melaksanakan tugasnya. Serta memberi kebebasan dalam bertindak. 
Dengan desentralisasi akan meningkatkan indepedensi manjerial SKPD dalam 
berfikir dan bertindak dalam satu tim tanpa mengorbankan kebutuhan organisasi 
(Primadana et al, 2014).  
Faktor lainnya yang diduga berpengaruh terhadap kinerja manajerial yaitu 
akuntabilitas publik. Dalam pengertian yang sempit akuntabilitas marupakan 
pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa organisasi (atau pekerja 
individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi (pekerja indvidu) 
bertanggung jawab (Mahsun, et al, 2015:169). Sedangkan menurut Wahyuni et al 
(2014) akuntabilitas publik merupakan kewajiban pertanggunjawaban 
keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya, 
melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. 
Penelitian yang menghubungkan proses penganggaran partisipatif terhadap 
kinerja manajerial telah banyak dilakukan diantaranya Rihardjo (2006), Yadina et 
al(2013), Anwar dan Sumiarti (2014), Tarjono dan Nugraha (2015), Wulandari 
(2016), Wulandari dan Sujana (2016) menyatakan bahwa penganggaran 
partisipatif berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Penelitian yang menyatakan 
sebaliknya yaitu penelitian Dayanti (2015) hasil penelitiannya membuktikan 
partisipasi dalam penyususna anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja 
pegawai bidang keuangan SKPD Pemerintah Derah Kota Pekanbaru.  
Penelitian yang menghubungkan antara desentralisasi dengan kinerja 
manajerial diantaranya telah dilakukan Primadana et al (2014), Suhardini et al 
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(2014), Tarjono dan Nugraha (2015) menyatakan bahwa desentralisasi 
perbengaruh positif tehadap kinerja manajerial. Berbeda dengan penelitian 
penelitian lainya, bahwa desentraliasasi tidak ada berpengaruh yang signifikan  
terhadap kierja  (Solechan dan Setiawati, 2009) 
Penelitian menghubungkan akuntabilitas publik dengan kinerja manajerial 
telah dilakukan diantanya Sari (2016), Astini et al (2014) menemukan bahwa 
akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Berbeda  penelitian 
yang dilakukan Mulyani (2016) menyimpulkan tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan antara akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial. 
  Masih terdapat perbedaan penelitian-penelitian diatas, antara variabel 
independen dengan variabel dependen mengeindikasikan ada faktor-faktor 
situsional dan kontekstual yang mungkin berinteraksi dalam mempengaruhi 
kondisi tersebut (Tarjono dan Nugraha, 2015). Pendekatan kontijensi pada 
akuntansi manjemen didasarkan pada pernyataan bahwa tidak ada sistem 
akuntansi manajemen secara universal selalu tepat untuk bisa diterapkan pada 
seluruh organisasi pada setiap keadaan, tetapi sistem akuntansi manajemen itu 
tergantung juga pada faktor- faktor situasional yang ada di dalam organisasi.  
Faktor-faktor kontijensi mencakup faktor eksternal (ketidakpastian 
ekonomi, politik, sosial) dan faktor internal (srtuktur organisasi, strategi bisnis, 
pengawasan internal, dan kompleksitas teknologi). Faktor kontijensi yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah faktor pengawasan internal, yang menjadi 
unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
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Penelitian ini merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 
Tarjono dan Nugraha, (2015). Perbedaan dalam penelitian ini menambah satu 
variabel bebas yaitu akuntabilitas publik. karena akuntabilitas sangat perlu sebagai 
wujud dari pertanggungjawaban pemerintah atas semua hal yang telah dilakukan. 
Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka judul penelitian yang diajukan adalah 
“Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Partisipasi Anggaran, 
Desentralisasi, Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus 
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Boyolali)”. 
 
1.2.Identikasi Masalah 
1. Hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara Negara dan reformasi birokrasi (Kemen PAR dan RB) untuk 
tahun anggran 2016,  menunjukan masih banyak daerah yang mendapatkan 
nilai CC, termasuk diataranya daerah Kabupaten Boyolali. Nilai CC 
mengindikasikan masih ada indikasi inefesiensi dalam penggunaan anggaran 
ada instansi pemerintah. 
2. Peringkat APIP(Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) Kabupaen boyolali 
juga masih pada tingkat level I. APIP memiliki peran penting dalam sistem 
pemerintahan yakni fungsi pengawasan. Selain itu APIP bertanggung jawab 
mengevaluasi fungsi-fungsi manajemen lainnya. Tinglat level I menujukan 
pengendalian internal pada kabupaten boyolali masih kurang efektif. 
3. Adanya ketidak konsistenan pada penelitian terdahulu. 
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1.3.Batasan Masalah 
 Mengingat luasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian 
akan memberikan batasan-batasan agar tidak menyimpang dari arah dan sasaran 
penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. 
Penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor seperti pertisipasi penganggaran, 
desentralisasi, akuntabilitas publik, dan, pengawasan internal yang dianggap 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial (Studi pada SKPD Kabupaten Boyolali). 
 
1.4.Rumusan Masalah  
1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD? 
2. Apakah desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD? 
3. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD? 
4. Apakah pengawasan internal memoderasi pengaruh partipasi anggaran 
terhadap kinerja manajerial SKPD? 
5.  Apakah pengawasan internal memoderasi pengaruh desentralisasi terhadap 
kinerja manajerial SKPD? 
6. Apakah pengawasan internal memoderasi pengaruh akuntabilitas publik 
terhadap kinerja manajerial SKPD? 
 
1.5.Tujuan Penelitian  
Berdasarka latar belakang dan permasalahan yang dikemukakkan 
sebelumnya, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah : 
1. Manganalisis pegaruh partisipasi anggaran terhadap Kinerja Manajerial 
SKPD. 
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2. Menganalisis pengaruh desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD. 
3. Manganalisis pengaruh akuntabilitas publik terhadap Kinerja Manajerial 
SKPD. 
4. Menganalisis pengaruh partisipasi anggran terhadap Kinerja Manajerial 
SKPD. dengan pengawasan internal sebagai variabel moderasi. 
5. Menganalisis pengaruh desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD 
dengan pengawasan internal sebagai variabel moderasi. 
6. Menganalisis pengaruh akuntabilitas publik terhadap Kinerja Manajerial 
SKPD. dengan pengawasan internal sebagai variabel moderasi. 
 
1.6.Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bagi masing-masing pihak 
sebagai berikut : 
1. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi manajer  agar 
dapat membantu meningkatkan kinerjanya.  
2. Manfaat Akademis  
a. Mampu memberikan referensi bagi peneliti berikutnya terhadap masalah 
yang sama. 
b. Mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan sampai 
sejauh mana teori yang ditetapkan pada kasus lapangan sehingga hal-hal 
yang masih dianggap kurang dapat diperbaiki. 
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1.7.Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.8.Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 
dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi tentang hal-hal yang 
dibahas dalam tiap bab sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah yaitu apakah  
Partisipasi anggaran, Desentralisasi, Akuntabilitas Publik memiliki 
pengaruh terhadap kinerka manajerial, yang dimoderasi oleh pengawas 
internal, identifikasi  masalah yaitu melakukan penelitian Relevansi Nilai 
lebih lanjut, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, jadwal penelitian dan  sistematika penulisan skripsi. 
BAB II LANDASAN TOERI 
Pada bab ini akan diuraikan beberapa teori-teori Relevansi Nilai yang 
dapat digunakan sebagai kerangka landasan penelitian, penelitian sejenis 
yang pernah dilakukan, kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini akan diuraikan tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis 
penelieian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber 
data, teknik pengumpulan data, variable penelitian, definisi operasional 
variable, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.  
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BAB IV ANALISIS DATA DAN  PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan digunakan gambaran umum penelitian, pengujian dan 
hasil analisis data, seta pembahasan hasil analisis data. 
BAB V PENUTUP 
Pada bab terakhir ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan hasil 
penelitian, keterbatsan penelitian, serta saran yang diberikan berkaitan 
dengan penelitian. 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1  Kajian Teori 
2.1.1 Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah merupakan gambaran 
mengenai kinerja organisasi sektor publik  dalam  mencapai sasaran atau tujuan 
sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah yang 
mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan, dalam melaksanakan  
kegiatan manajerial  seperti perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, 
pengawasan, pengaturan staf, negosiasi, dan perwakilan  yang disesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah (Afrida, 2013). 
Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkatan keberhasilan yang dicapai 
oleh individu atau organisasi dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu periode 
tertentu. Berdasarkan PP No. 29 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2), kinerja adalah 
keluaran hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan 
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas  terukur. Menurut Mahsun et al 
(2015:141) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaiaan pelaksanaan 
suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan 
visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.  
Suatu pengukuran kinerja  manajerial mutlak diperlukan untuk menilai 
prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya sebab berkaitan dengan 
pertanggungjawaban alokasi anggaran daerah (Afrida, 2013). Penilaian kinerja 
harus dilaksanakan sebaik mungkin sehingga memberikan manfaat bagi organisasi 
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secara menyeluruh. Dengan adanya penilaiaan kinerja dapat diketahui kedaan 
sebenarnya tentang kinerja pegawai sehingga mampu memberikan manfaat dalam 
peningkatan kualitas pengambilan keputusan (Wulandari dan Ikhsan, 2016). 
Pengukuran  kinerja terhadap manajer organisasi sektor publik sangat 
sangat penting baik bagi pihak yang memberi amanah (masyarakat) maupun yang 
diberi amanah. Bagi pemberi amanah, pengukuran kinerja dapat digunakan untik 
menilai kinerja para manajer sektor publik, apakah mereka telah menjalankan 
tugasnya sesui dengan yang diamanahkan atau tidak (Mahsun et al, 2015: 146).  
Sedangkan untuk yang diberi amanah pengukuran dapat digunakan 
sebagai media untuk pertanggungjawaban atas amanah yang telah dipercayakan 
kepada mereka. Selain itu juga dapat digunakan sebagai umpan balik bagi mereka 
untuk mengetahui seberapa jauh prestasi yang mereka raih (Mahsun et al, 2015: 
146). 
Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005, 
satuan kerja pemerintah daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah 
selaku pengguna anggaran atau barang. Sedangkan kinerja satuan kerja perangkat 
daerah merupakan pengukur keberhasilan organisasi dalam pencapaiaan 
tujuannya, dan mengetahui sejauh mana tingkat kebrhasilan pelayanan yang 
dicapai (Ramadanil, 2013).  
 
2.1.2 Partisipasi Anggaran. 
Menurut Lubis (2009:227) anggaran merupakan perencanaan manajerial 
yang dinyatakan dalam istilah-istilah keuangan. Anggaran dapat diartikan 
pernyataan yang menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang 
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diharapkan dalam suatu periode, sedangkan Government Accounting Standards 
Board (GASB) mendefinisikan anggaran merupakan rencana operasi keuangan, 
yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan 
yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu (Bastian, 2009: 
191). 
Tiga aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi 
aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik. Secara 
rinci anggaran sektor publik berisi tentang besarnya belanja yang harus 
dikeluarkan untuk membiayai program dan aktivitas yang direncanakan serta cara 
untuk mendapatkan dana untuk membiayai program tersebut (Mahsun et al, 
2015:65). 
Penyusunan anggraan dan pelaksanaan anggaran melibatkan berbagai 
pihak. Ada dua metode partisipasi yang dapat dilakukan dalam proses penyusunan 
anggaran, yaitu dengan metode top-down dan bottom up.  Metode bottom up 
adalah penyusunan anggaran yang dilakukan oleh manajemen level bawah 
selanjutnya dilanjutkan oleh manjemen tingkat menengah dan disahkan oleh 
manajemen atas. Sedangkan metode top-down adalah metode penyusunan 
anggaran yang hampir seluruhnya dilakukan oleh manajer level atas, sedang  
sedangkan manajemen level bawah hanya malaksanakan anggaran  saja (Lestari, 
2014). 
Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua 
pihak atau lebih pihak dimana keputsan tersebut akan memiliki dampak masa 
depan terhadap mereka pembuatnya. Dengan kata lain manajemen bawah 
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memiliki suara dalam proses manajemen (Lubis, 2009: 238). Jadi partisipasi 
anggaran merupakan keikut sertaan seseorang dalam menyusun dan memutuskan 
anggaran bersama (Primadana et al, 2014).  
Sedangkan (Milani, 1975 dalam Hapsari, 2010) dengan adanya partisipasi 
anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajer, yakni ketika suatu 
tujuan direncanakan secara partisipatif dan sisetujui, maka bawahan akan 
menginternalisasi tujuan yang ditetapkan dan memiliki tanggung jawab secara 
pribadi untuk mencapinya, karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan 
anggaran.   
  Menurut Apriyandi (2011) dalam hal ini partisipasi anggaran mempunyai 
dampak positif dalam organisasi sektor publik yaitu) : 
1. Meningkatkan kebersamaan manajemen dalam hal pencapaian tujuan 
anggaran karena anggaran yang ada merupakan anggaran yang ditetapkan 
bersama. 
2. Meningkatkan kinerja karena merasa bertanggungjawab dalam pencapaian 
rencana anggaran yang telah disusun bersama. 
3. Menambah informasi bagi atasan mengenai lingkungan yang dihadapi yang 
diperoleh dari bawahan. 
4. Mengurangi tekanan terhadap bawahan, karena tujuan yang ditetapkan 
merupakan tujuan yang relevan dengan kemampuannya. 
5. Meningkatkan komunikasi yang positif antara bawahan dengan atasan. 
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2.1.3 Desentralisasi. 
Definisi dentralisasi menurut H.A. Simon suatu organisasi adminiftratif 
adalah tersentralisasi sejauh keputusan dibuat pada tingkatan yang relatif tinggi 
dalam organisasi tersebut; terdesentralisasi sejauh keputusan itu didelegasikan 
oleh manajemen puncak pada tingkatan wewenang eksekutif yang lebih rendah 
(Lubis:378). Menurut Hansen dan Mowen (2000) dalam Agusti (2012),  
desentralisasi adalah praktek pendelegasian wewenang pengambilan keputusan 
kepada jenjang yang lebih rendah.   
Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:24) desentralisasi tidak hanya 
pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintahan yang lebih rendah 
tetapi juga pelimpahan pemerintah pada pihak swasta dalam bentuk privatisasi. 
Pendelegasian / desentralisasi dalam penyelengaraan pemerintah disebabkan oleh 
fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara 
sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan 
masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan 
demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Prasojo et al, 2006 dalam 
Agusti, 2012). 
Struktur desentralisasi memberikan tanggung jawab yang lebih besar 
kepada para manajer dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian, sehingga 
mereka membutuhkan kewenangan yang lebih besar. Struktur organisasi memiliki 
peranan dalam mempengaruhi kinerja (efisiensi dan efektifitas) pada tingkat 
organisasi maupun tingkat sub unit (Anthony dan Govindarajan, 2004 dalam 
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Riharjo 2006). Mardiasmo (2009:25) menyatakan ada dua manfaat nyata dari 
desentralisasi yaitu : 
1. Mendorong peningkatan peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas 
dalam pembangunan daerah, serta mendorong pemerataan hasil-hasil 
pembangunan. 
2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan 
keputsan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki 
informasi yang paling lengkap. 
 
2.1.4 Akuntabilitas Publik.  
Meurut Mahsun et al (2015: 169), akuntablitas dalam pengertian luas  
adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 
amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan dalam arti sempit sebagai bentuk 
pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi 
bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab (Wahyuni et al, 
2014).  
Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu akuntabilitas vertikal 
dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan 
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pada otoritas yang lebih tinggi 
misalnya pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat. Akuntabilitas 
horizontal adalah pertanggungjawana kepada masyarakat luas (Mahsun et al, 
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2015:170). Dalam konteks organisasi publik berarti pemberian informasi atas 
aktifitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan 
laporan tersebut. 
Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor 
publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor 
publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya 
pertanggungjawaban vertikal (Mahsun, 2009:86). Akuntabilitas publik yang harus 
dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Menurut 
Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2009:21) terdapat empat dimensi akuntabilitas 
yang harus dipenuhi oleh organisasi publik, yaitu: 
1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. 
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, 
sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan 
terhadap hukum dan peraturan lain dalam penggunaan sumber dana publik.   
2. Akuntabilitas proses. 
Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam 
melaksanakan tugas dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem 
informasi manajemen, dan prosedur administrasi.  
3. Akuntabilitas program. 
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang 
ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan mempertimbangkan alternatif 
program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. 
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4. Akuntabilitas kebijakan. 
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik 
pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah 
terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. 
 
2.1.5 Pengawasan Internal 
Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada 
penyusunan dan pelaporan APBD. Dengan adanya pengawasan disetiap tahapan  
pengelolaan keuangan daerah diharapkan akan memperbesar pengaruhnya 
terhadap kinerja manajerial SKPD (Haryanto, 1990 dalam Tarjono dan Nugraha, 
2015). Pengawasan diperlukan pada setiap tahapan bukan hanya pada tahap 
evaluasi saja (Mardiasmo, 2001 dalam Primadana et al, 2014). 
Pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana APBD dan 
pertanggungjawaban APBD. Dengan adanya pengawasan, maka diharapkan 
proses pengelolaan keuangan daerah terutama dalam proses penyusunan anggaran 
akan memperbesar pengaruhnya terhadap kinerja manajerial SKPD (Primadana et 
al, 2014). Tujuan utama dari pengawasan internal ini tidak hanya untuk 
melakukan tindakan verifikasi, melainkan juga dimaksudkan untuk membantu 
pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara lebih baik. Dalam struktur 
organisasi pemerintah Indonesia, fungsi pengawasan internal dalam arti luas 
diselenggarakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan 
Inspektorat Jendral Pembangunan (Halidayati, 2014). 
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2.2  Hasil Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang berkaitan dengan pengawasan internal sebagai variabel 
moderasi pengaruh anggaran partisipatif, desentralisasi, dan akuntabilitas publik 
terhadap kinerja manajerial, telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, 
antara lain sebagai berikut : 
1. Diana Eka Wulandari (2016) 
Penelitian yang dilakukan oleh Diana Eka Wulandari (2016) denga judul 
pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kinerja manajerial dengan 
komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan pada unit kerja pemerintah kota 
Surabaya. Dalam penelitiannya variabel komitmen organisasi dan gaya 
kepemimpinan dijadikan pemoderasi dari variabel independen yaitu 
penganggaran partisipatif terhadap kinerja manajerial selaku variabel 
dependen. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. 
Sampel dalam penelitian tersebut adalah pegawai pada 30 SKPD kota 
Surabaya yang memiliki otoritas dalam proses penyusunan  anggaran. Teknik 
yang diguanakan  yaitu regresi sederhana dan moderated regression analysis 
(MRA). 
Regresi sederhana digunakan untuk menguji penganggaran partisipatif 
terhadap kinerja manajerial, sedangkan untuk menguji komitmen organisasi 
dan gaya kepemimpinan digunakan MRA. Hasil dari penelian menujukkan 
penganggaran partisipastif berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial dan 
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komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan dapat memoderasi pengaruh 
penganggaran partisipatif terhadap kinerja manajerial. 
2. Eka Jas Oktavia Sari (2016) 
Penelitaian yang lain dilakukan oleh Eka Jas Oktavia Sari (2016) yang 
dilakuka pad satuan kerja pemerintah daerah kuantang sangingi, dengan judul 
pnelitian pengaruh pertisipasi penyusuna anggaran, akuntabilitas publik, 
desentralisasi, dan sitem pengendalian internal terhadap kinerja manajerial 
pemerintah daerah. 
Dalam penelitian sari (2016) variabel independen yang digunakan yaitu 
partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, desentralisasi, dan 
sistem penegndalian internal. Sedang variabel dependen yaitu kinerja 
manajerial pemerintah daerah. Sample dalam penelitian adalah 
kepala/pimpinan SKPD, kepala bagian/sub bagian, kepala bidang/sub bidang 
pada masing SKPD. Metode dalam pengambilan sampling menggunakan 
metode total sampling. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelenitian sari (2016) 
menggunakan analisis linear berganda. Hasil analisis menunjukan partisipasi 
penyususunan anggaran, akuntabilitas publik, desentralisasi, system 
pengendali internal berpengaruh tehadap kinerja manajerial. 
3. Rizon Hidrayadi (2015) 
Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Rizon Hidrayadi (2015), yang 
menghubungkan desentralisasi, partisipasi anggaran, komitmen organisasi, 
dan motivasi kerja terhadap kinerja manajerial SKPD kota pekanbaru. 
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Populasi penelitian 26 SKPD Pekanbaru, dengan jumplah sample 78 
responden dengan teknik pengambilan sampel  yaitu purposive sampling. 
purposive sampling adalah teknik pengambilan sample yang menggunakan 
kriteria tertentu sesuai tujuan atau masalah penelitian. 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil 
anailisis menjelaskan desentralisasi, partisipasi anggaran, komitmen 
organisasi, motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD 
pekanbaru.  
4. Ni Putu Medhayanti dan Ketut Alit Suardana  (2015) 
Penelitian yang dilakukan Ni Putu Medhayanti dan Ketut Alit Suardan  
(2015) dengan judul pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial 
dengan self efeciency¸desentralisasi, dan budaya organisasi sebagai variabel 
pemoderasi. Dengan objek penelitian pada BPR di kota Denpasar untuk tahun 
anggaran 2014. 
Hasil penelitiannya menunjukan bahwa partisipasi anggaran berpenngaruh 
negative terhadap kinerja manajerial. Sedangkan self efficiency, desentralisasi, 
dan budaya organisasi mampu memoderasi hubungan partisipasi anggaran 
terhadap kinerja manajerial. 
Hasil tersebut didapat dari pengolahan data menggunakan Moderated 
Regression Analysis (MRA). Dengan populasi 13 BPR dikota Denpasar tahun 
anggaran 2014. Sample akhir yag diperoleh sebnyak 10 BPR dengan total 
responden 30 orang dengan tingkat pengembalian sebesar 77%. Jumlah 
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sampel tersebut ditentukan berdasarkan kriteria : direktur, kabag marketing, 
kabag operasional yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. 
5. Badriyah Minai dan Mook Pul Mun  (2013) 
Badriyah minai dan Mook Pul Mun  (2013) juga pernah melakukan 
penelitian yang menghubungkan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja 
manajerial. Tema judul yang diangkat yaitu kecukupan anggaran dan 
komitmen organisasi terhadap hubungan antara partisipasi anggaran terhadap 
kinerja manajerial. 
Dalam peneilitiannya variabel independen yang digunakan diantaranya 
partisisipasi aggaran,. sedangkan kecukupan anggaran dan komitmen 
organisasi digunakan sebagai variabel intervening, untuk menghubungkan 
terhadap variabel dependen yaitu kinerja manajerial. 
Populasi dalam penelitian adalah 100 manajer yang berada di perusahaan 
jasa di Malaysia . Metode pemilihan sampel menggunakan purposive 
sampling. Sampel dalam penelitia ini merupakan pegawai pemerintah yang 
berada dibagian keuangan yang ikut dalam proses penyusunan anggaran.  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan  
untuk menghubungkan variabel indepeneden dengan variabel dependent yaitu 
analisis PATH.. Hasil dari proses analiasi menunjukkan Hasil analisis 
menunjukkan bahwa partisipasi anggaran secara signifikan dan positif 
berhubungan dengan kinerja. Hipotesis mengenai peran komitmen organisasi 
dan kecukupan anggaran sebagai  variabel intervening dalam hubungan ini 
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secara parsial dapat mendukung hubungan partisipasi anggaran terhadap 
kinerja manajerial.  
 
2.3  Kerangka Berpikir 
Dalam tata kelola pemerintahan muncul paradigm baru dalam manajemen 
pemerintahaan yaitu manajemen pemerintahan berbasis kinerja. Konsep  
manajemen pemerintahan berbasis kinerja diharapkan setiap dari kegiatan yang 
dilakukan pemerintah harus dipertanggungjawabkan baik mulai dari proses 
perencanaan sampai pelaksanaan dan pengendalian atas tugas dan fungsinya.  
Wujud implementasi dari manajemen berbasis kinerja yang mengharapkan 
pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan pemerintah yaitu 
anggaran berbasis kinerja. Dalam mengefektifkan penganggaran berbasis kinerja 
tersebut dibutuhkan partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Dengan 
adanya partisipasi dalam proses penganggaran akan mendorong munculnya 
tanggungjawab dan motifasi pada individu/ pihak yang ikut dalam proses 
pembuatan anggaran untuk mencapai apa yang telah ditetapkan bersama.  
Munculnya tanggungjawab dan motivasi lebih pada setiap diri individu, 
akan berdampak peningkatan hasil kerja organisasi, hal tersebut secara tidak 
langsung berdampak pada kinerja manajerial, karena kinerja manajerial dapat 
diukur melalui hasil capaian kinerja organisasi yang dia pimpin. Maka dari itu 
proses dalam penyusunan anggaran dalam organisasi terutama organisasi publik  
sebaiknya melibatkan setiap elemen-elemen dalam proses penganggaran. 
Hal lain dampak dari proses partisipasi dalam penganggaran yaitu  
pemberian pelayanan jasa yang baik terhadap masyarakat serta efesiensi 
 
 
27 
 
pemakaian dana . Efesiensi dalam penggunaan dana dalam pemberian layanan 
kapeda masyarakat juga merupakan tolak ukur kinerja manajerial yang baik.  
Selain partisipasi dalam penyusunan anggaran, pelimpahan wewenang  
memilki pengaruh terhadap kinerja manajerial.  Sebagai wujud dari implementasi 
UU No 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah. Daerah diwajibkan untuk bisa 
madiri dalam mengatur urusan pemerintahannya sesuai sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Dalam mengelola suatu daerah dengan lingkungan yang 
komplek dan penuh ketidakpastian dibutuhkan pendelegasian wewenang / 
desentralisasi yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan pada organisasi sektor publik 
dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat terkait dengan 
tugasnya sebagai pelayan masyarakat. 
Dengan adanya desentralisasi dalam pelimpahan wewenang dapat 
meningkatkan efektifitas dan efesiensi yang mendorong pada peningktan kerja 
organisasi. Efektifitas dan efesiensi akan meningkat jika wewenang dilimpahkan 
kepihak yang berkompeten dibidangnya. Sistem desentralisasi membantu manajer 
tingkatan atas (top manager)  untuk lebih fokus pada masalah krusial dan target  
jangka panjang atau lebih tepatnya kelangsungan hidup organisasi.    
 Pada era desentralisasi atau otonomi daerah manajer publik diharapkan 
melakukan perubahan dalam proses pelaporan yang formal menjadi lebih 
berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan standar akuntabilitas. Karena 
sekarang konsepsi akuntabilitas tidak hanya bertanggungjawab pada otoritas yang 
lenbih tinggi, tetapi juga bertanggungjawab kepada masyarakat umum, lembaga 
swadaya masyarakat dan stekholder lainnya. 
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Akuntabilitas publik merupakan faktor penting yang mempengaruhi 
kinerja aparat pemerintah daerah.  Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban 
dapat menimbulkan implikasi yang luas jika masyarakat menilai pemerintah 
daerah tidak accountable. Rendahnya tingkat akuntabilitas juga meningkatkan 
risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta 
melakukan efisiensi. 
Masyarakat saat ini sudah faham akan pentingnya laporan kinerja 
pemeritah terutama pemerintah daerah. Bukan hanya untuk mengetahui jumlah 
anggaran tetapi juga untuk mengetahui realisasi dari anggaran tersebut, sehingga 
pemerintah akan lebih berusaha dengan baik untuk melaksanakan seluruh 
perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.   
Akuntabilitas harus merujuk pada sebuah spectrum yang luas dengan 
standar kinerja yang bertumpu pada harapan publik sehingga dapat digunakan 
untuk menilai kinerja, resposivitas, dan moralitas dari para pengemban amanah 
publik.     
Untuk melaksanakan itu semua mulai dari parisipasi  anggaran, 
desentralisasi, dan akuntabilitas publik berjalan dengan baik perlu adanya 
pengawasan internal. Pengawasan ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan 
pemerintah sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.  
Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai 
dengan bidang wewenangnya masing-masing. Disamping pengawasan tersebut 
pengawasan oleh masyarakat juga diperlukan dalam mewujudkan peran serta 
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masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, 
dan ekonomis yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).  
Dari diskripsi diatas, maka kerangka berfikir dapat dibentu sebagai 
berikut: 
Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4  HIPOTESIS  
Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini 
sebagai berikut:  
2.4.1 Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD. 
 Patisipasi manajer/kepala satuan kerja sebagai bawahan dalam proses 
penganggaran, diperlukan untuk menyelaraskan tujuan organisasi. Dengan adanya 
partisipasi tersebut akan muncul komitmen manajemen pada berbagai jenjang 
untuk mencapai tujuannya (Rihardjo, 2006).  
Pegawai yang ikut dalam partsipasi anggaran akan lebih memahami tujuan 
anggaran, karena kinerja pegawai akan dinilai berdasarkan target yang bisa 
Desentralisasi 
Pengawasan 
Internal 
Akuntabilitas 
Publik 
Kinerja Manajerial 
SKPD 
Partisipasi 
Anggaran 
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dicapai (Wulandari, 2016). Penelitian yang sebelumnya di lakukan oleh 
Wulandari (2016), partisipasi anggaran perpengaruh positif terhadap kinerja 
manajerial. Atas dasar uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:   
H1 : Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial SKPD. 
 
2.4.2 Pengaruh Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD. 
 Struktur desentralisasi memberikan tanggung jawab yang lebih besar 
kepada para manajer tingkat bawah. desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan 
wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih luas tetapi juga 
pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk 
privatisasi  (Mardiasmo, 2002 dalam Afrida, 2013). 
Desentralisasi disebabkan oleh fakta kompleksitas perkembangan 
masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan 
demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Prasojo et al, 2006 dalam 
Agusti, 2012). Hasil penelitian yang sebelumnya Afrida (2013) desentralisasi 
berpengaruh positif terhadap kinrja manajerial. Atas dasar uraian diatas maka 
hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
H2 : Struktur Desentralisasi berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial SKPD. 
 
2.4.3 Pengaruh Akuntabilitas Publik  terhadap Kinerja Manajerial SKPD. 
Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas 
kinerja aktivitas dan kinerja keuangan  pemerintah kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan laporan tersebut, pemerintah pusat maupun daerah harus 
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bisa menjadi subjek informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mahsun 
et al, 2015:169).  
Hasil penelitian yang dilakukan Astini et al (2014), menunjukan bahwa 
akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD. Atas 
dasar uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:  
H3 : Akuntabilitas Publik  berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial SKPD. 
 
2.4.4 Pengawasan Internal Memoderasi Pengaruh Partisipasi Anggaran 
tehadap Kinerja Manajerial SKPD. 
Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada 
penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap 
bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001dalam Primadana et al, 
2014). Pengawasan yang dilakukan oleh pelaksanaan APBD dan pertanggung 
jawaban APBD. Dengan adanya pengawasan di setiap tahapan pengelolaan 
keuangan daerah, maka diharapkan proses pengelolaan keuangan daerah terutama 
dalam proses penyusunan anggaran akan memperbesar pengaruhnya terhadap 
kinerja manajerial SKPD (Primadana et al, 2014).  
Penelitian sebelumnya yang menghubungkan partisipasi anggaran terhadap 
kinerja manajerial dengan pengawasan internal dilakukan oleh Tarjono dan 
Nugraha (2015) menyatakan pengawasan internal dapat memoderasi partisipasi 
anggaran terhadap kinerja manajerial. Atas dasar uraian diatas maka hipotesis 
dalam penelitian ini adalah: 
H4 : Pengawasan Internal mampu  memoderasi memperkuat pengaruh 
Partisipasi   Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD. 
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2.4.5 Pengawasan Internal Memoderasi Pengaruh Desentralisasi tehadap 
Kinerja Manajerial SKPD. 
Hill (1998) dalam Oktaviani (2003) menyatakan bahwa desentralisasi 
mendorong kepeningkatan kinerja di organisasi yang kompleks. Dengan 
lingkungan yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, organisasi sektor 
publik dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat terkait 
dengan tugasnya untuk melayani kebutuhan masyarakat. Adanya desentralisasi 
dalam wujud pelimpahan wewenang ini akan meningkatkan kinerja organisasi 
sektor publik.  
Dengan adanya pengawasan internal diharapkan dari seluruh proses 
kegiatan pengambilan keputusan dan pelaksanaan, tujuan dari organisasi tidak 
menyalahi, tujuan yang telah ditetapkan bersama (Sari, 2016). penelitian 
sebelumnya yang dilakukan Tarjono dan Nugraha (2015) menyatakan bahwa 
pengawasan internal dapat memoderasi desentralisasi terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah. Atas dasar uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini 
adalah: 
H5 : Pengawasan Internal mampu memoderasi memperkuat pengaruh 
Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD. 
 
2.4.6 Pengawasan Internal Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas Publik  
tehadap Kinerja Manajerial SKPD. 
Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor 
publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya 
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pertanggungjawaban vertikal. Sehingga perlu dibuat laporan keuangan eksternal 
yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mahsun.2009:86) 
Jika kurangnya pengawasan maka pelaksanaan APBD tidak terealisasi 
dengan benar dan pertanggungjawaban bisa dituntut oleh masyarakat. masyarakat 
dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja pemerintah daerah, sehingga 
jalannya pemerintahan dapat berlangsung dengan baik.penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Ernawilis (2015), menyatakan bahwa pengawasan internal 
dapat memoderasi akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.  
Atas dasar uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
H6 : Pengawasan Internal mampu memoderasi memperkuat pengaruh 
Akuntabilitas Publik  terhadap Kinerja Manajerial SKPD. 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1  Waktu Dan Wilayah Penelitian 
Tempat dan waktu kegiatan penelitian ini dilakukan pada  pada dinas 
pemerintah kabupaten Boyolali, yang beralamat di Komplek perkantoran terpadu 
pemkab Boyolali, jalan merdeka barat, Kemiri, Mojosongo. Telp (0276) 321021. 
Fax : (0276) 321172. Website : http://boyolalikab.go.id/. Peneliti membatasi 
ruang lingkup penelitian yaitu dinas pemerintahan di kabupaten boyolali dengan 
tujuan agar penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan. Waktu penelitian akan 
dilaksanakan pada bulan Juli  sampai bulan Agustus. 
 
3.2  Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan  kuantitatif , yaitu penelitian 
tentang menekankan pada pengujian hipotesis, mengukur variabel menggunakan 
angka, dan menganalisis data menggunakan stratistik. Dalam penelitian ini 
variabel penelitian meliputi partisipasi anggaran, desentralisasi,  akuntabilitas 
publik dan pengawasan internal sebagai variabel moderating.  
 
3.3  Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Menurut Indriantoro dan Bambang (1999: 115) populasi yaitu sekelompok 
orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi 
dalam penelitian ini adalah pejabat yang berada di pemerintahan  Kabupaten 
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Boyolali di tingkatan sekretariat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 
Sekretariat Dewan, Inspektorat, 19 Dinas, 3 Badan,  dengan jumlah 448 pegawai.  
 
3.3.2 Sampel 
Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian pejabat yang berada di 
tingkatan sekretariat daerah pemerintahan  Kabupaten Boyolali.  Jumlah sample 
ditentukan dengan menggunakan slovin (Windasari, (2016) sebagai berikut: 
𝑛 =
𝑁
1 + 𝑁(𝑎)2
 
keterangan:  
n = Jumlah sample 
N = Jumlah populasi 
a = taraf nyata 10% 
berdasarkan rumustersebut diperoleh jumlah sample : 
𝑛 =
448
1 + 448(0,1)2
= 81,75 
Dari hasil perhitungan tersebut, maka diketahui besar sempel yang 
diperlukan adalah sebesar 81,75 dibulatkan menjadi 82 responden.  
 
3.3.3 Tenik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel merupakan cara yang diambil atau ditempuh 
seseorang peneliti untuk memperoleh sample atau populasi. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah proporsional random sampling  yaitu pengambilan 
sampel secara berlapis atau bertingkat  sesuai jumlah polulasi (Tarjono dan 
Nugraha, 2015) . Maka penyebaran sampel sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 
SKPD Populasi Sampel Jumplah sempel 
Setda 42 42/448X100 9 
Setwan 12 12/448X100 2 
Inspektorat 9 9/448X100 2 
Dinas  308 308/448X100 68 
Badan 77 77/448X100 17 
Total 448  82 
Sumber : Data 2017 
 
3.4  Data dan Sumber Data 
Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu obyek penelitian yang 
diperoleh dilokasi penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2014:139). Sumber data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Indriantoro dan Supomo, 2014:146): 
Data primer, diperoleh dari jawaban responden terhadap kuesioner yang 
diajukan kepada responden (Indriantoro dan Supomo, 2014:147). Sumber data 
yang dipakai yaitu kuesioner yang akan dibagikan kepada pegawai di Satuan 
Kerja Perangkat Daerah di Boyolali. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang di gunakan  menggunakan metode survey 
non partisipan, dalam proses pengumpulan data, yaitu dengan  cara menggunakan  
kuesioner. Cara dalam mengambil sebuah data diantara lain dengan wawancara, 
pengamatan atau observasi, kuesioner, pengujian, arsip dan dokumen-dokumen 
(Indriantoro dan Supomo, 2014:149) 
 Skala yag diguanakan dalam penyusuna  kuisoner dalam penelitian ini 
menggunakan 5 poin skala likert dan skala numeris. variabel yang diukur dengan 
skala linkert yaitu partisipasi anggaran, akuntabilitas publik, pengawasan internal, 
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dan kinerja manajerial. Alasan kenapa variabel-variabel tersebut yang 
menggunakan skala linkert yaitu karena pada penelitian-penelitian sebelumnya 
juga menggunakan skala tersebut. .  
Sedangkan skala numeris digunakan untuk variabel desentralisasi. alasan 
kenapa di ukur dengan skala numeris karena pengukuran pendelegasian 
wewenang sedikit sulit jika menggunakan skala lainnya.  Sedangkan juka 
menggunakan numeris dapat menunjukan seberapa tingkat rendah tingginya 
pendelegasian yang diberikan.  
 
3.6  Variabel Penelitian  
Variabel dalam penelitaian ini adalah :  
3.6.1 Variabel Dependen 
Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja  pegawai daerah. 
3.6.2 Variabel Independen 
Variabel Independen yaitu variabel yang mempu mempengaruhi variabel 
lain. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu persepsi kepegawaian dan 
komperensi agen yang meliputi kompetensi skill dan kompetensi pengetahuan. 
Dalam penelitian ini variabel independen adalah pertisipasi anggaran  
desentralisasi dan akuntabilitas publik. 
3.6.3 Variabel Moderasi  
Varaibel moderasi merupakan variabel yang memperkuat atau 
memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 
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Variabel moderating yang diguanakan dalam penelitian ini adalah pengawasan 
internal. 
 
3.7  Definisi Operasional Variabel 
Tabel 3.2 
Tabel Definisi Operasiona 
Variabel Penelitian Definisi Operasional 
Variabel 
Indikator  
Kinerja Manajerial 
Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 
(Y) 
Kinerja manajerial 
satuan kerja perangkat 
daerah merupakan 
gambaran mengenai 
kinerja organisasi 
sektor publik  dalam  
mencapai sasaran atau 
tujuan sebagai 
penjabaran dari visi, 
misi, dan strategi 
instansi pemerintah 
daerah yang 
mengindikasikan 
tingkat keberhasilan 
atau kegagalan, dalam 
melaksanakan  kegiatan 
manajerial. (Afrida, 
2013). 
1. Pencapaian 
taget. 
2. Tetap sasaran. 
3. Tepat waktu. 
4. Objektif. 
LkjIP 
Kabupaten 
Boyolali (2016) 
Skala 
Likert 
Partisipasi 
Anggaran 
Partisipasi anggaran   
adalah merupakan 
keterlibatan bawahan 
dalam proses 
penganggaran, yang 
secara langsung 
memiliki pengaruh 
terhadap individu 
tersebut. (Melani, 1975 
dalam Desy Lesmana, 
2011) 
1. Keterlibatan 
proses  
2. Rasa Puas 
3. Kepentingan 
berpendapat 
4. Kesediaan 
berpendapat 
5. Keputusan hasil 
akhir. 
6. Intensitas opini/ 
ide/ masukan. 
(Milani, 1975 
dalam Desy 
Lesmana, 2011) 
Skala 
Likert 
Desentralisasi Desentralisasi adalah 
penyerahan wewenang 
dari pemerintah pusat 
1. Keuangan.  
2. Program dan 
kegiatan. 
Skala 
Numeris 
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kepada pemerintah 
daerah untuk mengurus 
urusan yang ada di 
daerah. Pemerintah 
daerah dalam 
melaksanakan tugasnya 
juga melimpahkan 
sebagian 
kewenangannya kepada 
satuan-satuan kerja 
dibawahnya. (Nugraha, 
2015) 
3. Keterlibatan 
kegiatan. 
4. Kepegawaian. 
(Nugraha.2015) 
Akuntabilitas 
Publik 
Akuntablitas publik 
dalam pengertian luas  
adalah kewajiban pihak 
pemegang amanah 
(agent) untuk 
memberikan 
pertanggungjawaban, 
menyajikan, 
melaporkan, dan 
mengungkapkan segala 
aktivitas dan kegiatan 
yang menjadi 
tanggungjawabnya 
kepada pihak pemberi 
amanah (principal) 
yang memiliki hak dan 
kewenangan untuk 
meminta 
pertanggungjawaban 
tersebut(Mahsun et al, 
2015: 169). 
1. Akuntabilitas 
kejujuran dan 
akuntabilitas 
hukum. 
2. Akuntabilitas 
proses.  
3. Akuntabilitas 
program. 
4. Akuntabilitas 
kebijaksanaan. 
Nugraha (2015). 
 Skala 
Likert 
Pengawasan 
Internal  
Pengawasan merupakan 
tahap integral untuk 
menjamin dari  
keseluruhan tahap pada 
penyusunan 
pelaksanaan, dan 
pelaporan APBD, 
sesuai rencana dan 
ketentuan peraturan . 
(Haryanto, 1990 dalam 
Tarjono dan Nugraha, 
2015). 
1. Meningkatan 
pelaksanaan 
tugas. 
2. Berkurangnya 
penyalahgunaan 
wewenang, 
3. Efesiensi dana. 
4. Peningkatan 
pelayanan 
masyarakat. 
5. Cepatnya 
pengurusan 
kepegawaian 
Skala 
Likert 
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(Haryanto, 1990 
dalam Tarjono dan 
nugraha, 2015) 
 
Untuk mendapatkan suatu data primer maka peneliti menggunakan angket 
atau kuisioner yang pengukurannya menggunakan skala likert dan numeris.  
Umumnya skala linkert menggunakan lima angka penilaiaan, akan tetapi angka 
penilaiaan dalam skala linkert  ini dapat berfariasi dari 3 sampai Sembilan 
(Indriyanto dan Bambang, 1999: 104). Maka dari itu dalam penelitian ini 
menggunakan 5 poin skala Linkert dapat dijelaskan sebagai berikut: 
Sangat Tidak Setuju  : 1 
Tidak Setuju   : 2 
Netral    : 3 
Setuju    : 4 
Sangat Setuju   : 5 
 Menurut Indriyanto dan Bambang (1999:106) skala numeris merupakan 
metode yang terdiri atas 5 atau 7 alternatif nomor untuk mengukur sikap 
resposden terhadap suatu objek atau kejadian. Dalam penelitian ini menggunakan 
5 alternatif nomor  yang dapat dijelaskan sebagai berikut:  
1           2            3           4            5 
Rendah         Tinggi 
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3.8  Teknik Analisis Data 
Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data 
setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data dalam penelitian. Beberapa teknik 
analisis data dilakukan dalam penelitian ini adalah:  
3.8.1 Uji Instrumen Penelitian 
1. Pengujian Reabilitas 
Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang ada 
valid atau tidak (Ghozali, 2008). Hasil pengujian validitas ditunjukkan oleh 
suatu indeks yang menjelaskan seberapa jauh suatu alat ukur benar-benar 
mengukur apa yang perlu diukur/ dengan kata lain suatu kuisioner dikatakan 
valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan yang akan 
diukur oleh kuisioner tersebut. Untuk menguji validitas kuisioner maka 
digunakan teknik korelasi product moment pearson, rumusnya yaitu: 
 𝐫xy =
𝑵(∑ 𝒙𝒚)−(∑ 𝒙)(∑ 𝒚)
√{𝑵 ∑ 𝒙²−(∑ 𝒙𝟐){𝐍 ∑ 𝒚²−(∑ 𝒚)²}
 
Dimana: 
𝑟xy = Koefisien korelasi (validitas) 
x = Skor item 
N = Banyaknya subjek 
Dasar pengambilan keputusan adalah jika rhitung > rtabel pada taraf 
signifikan 0,05 maka item (butir soal) dinyatakan valid. Sebaliknya jika rhitung 
< rtabel maka butir soal dinyatakan tidak valid, maka dilanjutkan dengan uji 
reliabilitas. 
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2. Pengujian Validitas 
Pengujian reliabilitas dilakukan hanya pada pertanyaan-pertanyaan yang 
telah melalui pengujian validitas dan yang dinyatakan valid. Pengujian ini 
untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran terhadap item-item 
pertanyaan apakah tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua atau lebih 
terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. (Ghozali,2016).     
Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji kekonsistenan alat ukur dalam 
mengukur gejala/peristiwa yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan rumus 
cronbach alpa  sebagai berikut: 
ral = {
𝑵
𝑵−𝟐
} {1-
∑ 𝒔²𝒕
𝑽𝒕
} 
Dimana: 
ral = Korelasi keandalan alpha 
N = Jumlah responden 
∑ 𝑠²𝑡 = Jumlah variasi bagian 
Vt = Varian total  
 
3.8.2 Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik yang dilakukan terhadap model regresi yang digunakan 
dalam penelitian digunakan untuk menguji apakah model tersebut baik atau tidak. 
Dalam penelitian ini ada 4 uji asumsi klasik yang digunakan yaitu, uji 
multikoliniritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. 
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1. Uji Multikolinearitas  
Bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya 
korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011). Model regresi 
yang seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Nilai 
tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 
1/Tolerance). Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai tolerance > 
0,1 atau sama dengan nilai VIF < 10 berarti tidak ada multikolinearitas antar 
variabel dalam model regresi. 
2. Uji Heteroskedastisitas 
Adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 
varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians 
dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 
homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 
regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 
heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 
3. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Glejser.  
Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolute dari 
unstandardized residual sebagai variabel dependen dengan variabel bebas. 
Syarat model dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas adalah jika 
signifikansi seluruh variabel bebas > 0,05.  
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4. Uji Normalitas  
Digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, kedua variabel 
(bebas maupun terikat) mempunyai distribusi normal atau setidaknya 
mendekati normal (Ghozali, 2011). Cara untuk mengetahui apakah data 
terdistribusi normal adalah dengan melakukan Uji Kolmogorov-Smirnov. Uji 
ini dilakukan dengan memasukkan nilai residual dalam pengujian non 
parametric dengan ketentuan: 
a. Jika nilai sig > 0,05 maka data terdistribusi normal. 
b. Jika nilai sig < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. 
 
3.8.3 Uji Ketepatan Model 
1.  Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) pada nantinya akan mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 
koefisien determinannya adalah antara nol dan satu. Nilai dari R2 yang kecil 
berarti kemampuan akan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 
variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai satu berarti variabel-variabel 
independen tersebut memberikan hampir semua dari informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variasi dari variabel dependen (Ghozali, 
2016).  
2. Uji F 
Menurut Ghozali (2011) menyatakan bahwa nilai  F  merupakan  
pengujian  bersama-sama  variabel independen  yang  dilakukan  untuk  
 
 
45 
 
melihat  variabel  independen  secara keseluruhan  terhadap  variabel  
dependen. Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah:  
Ho : Variabel-variabel independen (X) tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).  
Ha : Variabel-variabel independen (X) mempunyai pengaruh yang signifikan 
secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).  
Menurut Ghozali (2011) menyatakan bahwa dasar pengambilan 
keputusannya adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, 
yaitu: 
a. Apabila probabilitas signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
b. Apabila probabilitas signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
 
3.8.4 Analisis Regresi Linier Berganda dan Analisis Regresi Moderasi 
Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh partisipasi 
anggaran, desentralisasi dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial 
dengan pengawasan internal sebagai pemoderasi. Persamaan matematis untuk 
hubungan yang dihipotesiskan dapat dirumuskan sebagai berikut: 
Persamaan Rumus : 
Y  α  β1 PA  β2 DES  β3 AP+ β4 (PA.PI) + β5 (DES.PI) + β6 (AP.PI) + ε 
Keterangan :  
Y : Kinerja Manajerial SKPD  
PA : Partisipasi Penyusunan Anggaran 
DES : Desentralisasi 
AP :Akuntabilitas Publik 
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PA.PI : interaksi antara PA.PI 
DES.PI : interaksi antara DES.PI 
AP.PI : interaksi antara AP.PI 
α  : konstanta  
β1,2,3,4,5 : koefisien Regresi  
ε  : eror 
Menurut Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji interaksi atau sering 
disebut Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus 
regresi berganda linear di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur 
interaksi (perkalian dua atau lebih independen).  
Menurut Ghozali (2011) menyatakan bahwa tujuan analisis ini untuk 
mengetahui apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah 
hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Terdapat tiga model 
pengujian regresi dengan variabel moderating, yaitu uji interaksi (Moderated 
Regression Analysis), uji nilai selisih mutlak, dan uji residual. 
Dalam penelitian ini akan digunakan uji MRA. MRA menggunakan 
pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan 
dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Metode ini dilakukan 
dengan menambahkan variabel perkalian antara variabel bebas dengan variabel 
moderatingnya. 
 
 
 
 
 
47 
 
3.8.5 Uji Hipotesis 
Pengujian  parameter  individual  dimaksudkan  untuk  melihat  apakah 
variabel secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas dengan 
asumsi variabel bebas lainnya konstan. Kriteria pengujian sebagai berikut :  
1. Membandingkan antara t hitung dengan t table. Bila  t  hitung  <  t  tabel,  
variabel  bebas  secara  individual  tidak  berpengaruh terhadap  variabel  tak  
bebas.  Bila  t  hitung  >  t  tabel,  variabel  bebas  secara individual 
berpengaruh terhadap variabel tak bebas.  
2. Atau berdasarkan probabilitas  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  (α),  maka 
variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. 
 
 BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1.  GAMBARAN UMUM PENELITIAN 
4.1.1. Deskripsi Data 
Penelitian ini dilakukan pada 25 SKPD di pemerintahan kota boyolali pada 
tingkat sekretariat daerah. Pada penelitian ini jumlah kuisioner yang disebar 
sebanyak 91 yang dilakukan dari tanggal 28 Agustus hingga tanggal 21 
September 2017 dan kuisioner yang kembali sebanyak 82 kuisioner artinya 
tingkat pengembalian kuisioner sebesar 90% 
Responden dalam penelitian ini adalah  pegawai yang menjabat sebagai  
Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Staf di masing-masing SKPD.  
Data dikumpulkan dengan penyebaran kuisioner yang dikirim langsung oleh 
peneliti ke seluruh SKPD. Jumlah SKPD di Pemerintahan kota boyolali sebanyak 
25 yang terdiri atas  Sekretariat Daerah, Sekretariat Wakil Daerah (DPRD), 
Inspektorat, Badan dan Dinas. 
Proses penyebaran kuisioner dimulai dari pembuatan surat izin penelitian 
dari kampus yang ditujukan pada kepala Kesatuan Bangsal Dan Politik Kota 
Boyolali.  Setelah surat izin penelitin dari kampus telah divaliditasi oleh kepala 
kesatuan bangsal dan politik, selanjutnya mengeluarkan surat izin penelitian dan 
tembusan kepada pihak yang bersangkutan. 
Selanjutnya proses penyebaran kuisioner dilakukan selama 5 hari dengan 
menitipkan ke bagian resepsionis atau sekretariat untuk diserahkan kepada 
responden. Selain dititipkan, kuisioner juga diserahkan secara langsung kepada 
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responden karena ada beberapa responden yang meminta langsung penjelasan 
daam proses pengisian kuisioner.   
 Kemudian sesuai waktu yang telah ditentukan bersama, kuisioner diambil 
kembali. Pengambilan kuisioner dilakukan secara bertahap karena saat pertama 
pengambilan ternyata masih ada beberapa kuisioner yang belum diisi oleh 
responden. 
Tabel 4.1  
Ringkasan Pengiriman dan Pengembalian Kuisioner 
Kuisioner Jumlah Persentase (%) 
Kuisioner yang dibagikan 91 100% 
Kuisioner yang tidak kembali  6 7% 
Kuisioner yang tidak diisi dengan 
lengkap 
3 3% 
Kuisioner yang dapat diolah 82 90% 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017 
 
4.1.2. Karakteristik Responden  
Karakteristik demografi responden dalam penelitian ini merupakan profil 
dari 82 responden dari sekretaris, kepala bidang, dan kepala sub bidang dan staf  
di SKPD Kota Boyolali yang menjadi responden dalam pengisian kuisioner ini. 
Karakteristik tersebut meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, jabatan  
dan lama bekerja. Demografi responden dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini. 
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Tabel 4.2 
Demografi Responden 
No 
Kriteria Jumlah 
Persentase 
(%) 
1 Jenis Kelamin     
  - Pria 39 responden 48% 
  - Wanita 43 responden 52% 
 Jumlah 82 responden 100% 
2 Umur     
  - 20-30 tahun 4 responden 5% 
  - 31-40 tahun 35 responden 43% 
  - >40 tahun 23 responden 28% 
  - Tidak memberi keterangan 20 responden 24% 
 Jumlah 82 responden 100% 
3 Pendidikan Terakhir    
 
- SMA 6 responden 7 % 
  - D3  8 responden 10% 
  - S1 41 responden 50% 
  - S2  6 responden 7% 
  - Tidak memberi keterangan 21 responden 26% 
 Jumlah 82 responden 100% 
4 Jabatan     
  - Kepala Bagian/ Kepala Bidang 1 responden 1% 
  - Kasubag/ Kasubid/Kasie 23 responden 28% 
 
- Bendahara  1 responden 1% 
 - Lainnya (Staf, mediator) 38 responden 47% 
 
- Tidak memberi keterangan 19 responden 23% 
  Jumlah 82 responden  100% 
5 Lama Bekerja     
  - 1-5 tahun  8 responden 10% 
  - 6-10 tahun  7 responden 9% 
  - >10 tahun  43 responden 52% 
 
- Tidak memberi keterangan 24 responden 29% 
  Jumlah 82 responden 100% 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017.  
Berdasarkan tabel 4.2 diatas, responden dengan jenis kelamin perempuan 
berjumlah 43 responden (52%) dan laki-laki berjumlah 39 responden (48%). 
Umur responden didominasi umur lebih dari 31-40 tahun berjumlah 35 responden 
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(43%) selanjutnya disusul dengan umur >40 tahun berjumlah 23 responden 
(28%), tidak memberi keterangan berjumlah 20 responden (24%) dan umur 
responden 20-30 tahun berjumlah 4 responden (5%). 
Pengelompokkan responden berdasarkan tingkat pendidikan responden 
yang paling banyak adalah pendidikan terakhir S1 yaitu 41 responden (50%), 
yang kedua adalah tidak memberikan keterangan yaitu 21 responden (26%). 
tingkat pendidikan D3 yaitu 8 responden (10%), sedangkan pendidikan SMA 
yaitu 6 responden (7%),  dan  pendidikan S2 adalah yaitu 6 responden (7%). 
Pengelompokkan responden berdasarkan jabatan sebagai  Kepala Bagian/ 
Kepala Bidang berjumlah 1 responden (1%), Kasubag/ Kasubid/ Kasie berjumlah 
23 responden (28%), Bendahara berjumlah 1 responden (1%), staf berjumlah 38 
responden (47%), dan tidak memberikan keterangan berjumlah 19 responden 
(23%). Lama bekerja responden dalam menduduki jabatan yang terlibat dalam 
penyusunan anggaran selama 1-5 tahun sebanyak 8 responden (10%). Sisanya 
menjabat selama 6-10 tahun berjumlah 7 responden (9%) dan lebih dari 10 tahun 
berturut-turut sebanyak 43 (52%) danyang tidak memberikan keterangan  
sejumlah 24 responden (29%). 
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4.1.3. Uji Statistik Deskriptif 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 
N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
       
KM 82 8 12 20 17.12 .206 1.862 
PA 82 16 14 30 22.63 .391 3.543 
DESEN 82 12 4 16 7.54 .396 3.584 
AP 82 8 12 20 16.91 .218 1.970 
PI 82 13 12 25 19.80 .299 2.710 
Valid N 
(listwise) 
82       
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
 
KM  : Kinerja Manajerial 
PA  : Partisipasi Anggaran 
DESEN : Desentralisasi 
AP  : Akuntabilitas Publik 
PI  : Pengawasan Internal 
Pada kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah  terdiri dari 4 item 
pertanyaan. Para responden memiliki jawaban yang bervariasi dengan nilai 
minimum jawaban 12 dan nilai maksimum jawaban adalah 20 dengan rata-rata 
jawaban 17,12 serta dengan standar deviasi 1,862. Kemudian variabel partisipasi 
anggaran  dengan 6 item pertanyaan dengan nilai jawaban minimum 14 dan 
maksimum 30. Rata-rata jawaban 22,63 serta dengan standar deviasi 3,543. 
 Desentralisasi dengan 4 item pertanyaan dengan total jawaban minimum 4 
dan maksimum jawaban 16.  Kemudian dengan rata-rata total jawaban 7,54 dan 
standar deviasi 3,584. Variabel akuntabilitas publik dengan 4 item pertanyaan 
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dengan total minimum 12,dan total maksimum 20, rata-rata 16,91 dan standar 
deviasi 1,970. Sedangkan  variabel  pengawasan internal dengan 5 item 
pertanyaan dengan total jawaban minimum 12 dan maksimum jawaban 25.  
Kemudian dengan rata-rata total jawaban 19,80 dan standar deviasi 2,710. 
 
4.2.  Pengujian Dan Hasil Analisis Data 
4.2.1. Instrumen Penenelitian 
1. Hasil Uji Validitas Data  
Tujuan  pengujian  validitas  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana 
ketepatan  dan  kecermatan  suatu  alat  ukur  dalam  melakukan  fungsi  
ukurnya. Suatu instrumen pengukuran dikatakan  mempunyai  validitas  yang 
tinggi  bila alat  ukur  tersebut  memberikan  hasil  ukur  yang  sesuai  dengan  
maksud dilakukannya  pengukuran  tersebut.  Uji  yang  menghasilkan  data  
yang  tidak relevan  dengan  tujuan  pengukuran  dikatakan  sebagai  uji  yang  
memiliki validitas rendah. 
Nilai  rtabel dihitung dengan menggunakan analisis df (degree of freedom) 
yaitu dengan rumus  df = n-k dengan n adalah jumlah responden dan k adalah 
jumlah variabel independen. yang digunakan. Dengan demikian, df = 82 (82- 
4). Berdasarkan tabel r product moment diperoleh nilai rtabel sebesar 0,219. 
Hasil pengujian validitas untuk setiap variabel ditampilkan dalam tabel-tabel 
berikut. 
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Tabel 4.4 
Hasil Uji Validitas Kinerja Manajerial Satuan KerjaPerangkat Daerah  
Item 
Pertanyaan 
Correlated item-
Total Correlation 
R Tabel Kcsimpulan 
1 0,743 0,219 Valid 
2 0,835 0,219 Valid 
3 0,721 0,219 Valid 
4 0,828 0,219 Valid 
Tabel 4.4 menunjukkan Kinerja Manajerial Satuan KerjaPerangkat 
Daerah mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan rhitung 
lebih besar dari rtabel maka item pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan 
valid. 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas Partisipasi Anggaran  
Item 
Pertanyaan 
Correlated item-
Total Correlation 
R Tabel Kcsimpulan 
1 0,472 0,219 Valid 
2 0,728 0,19 Valid 
3 0,680 0,219 Valid 
4 0,735 0,219 Valid 
5 0,882 0,219 Valid 
6 0,848 0,219 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Tabel 4.5 menunjukkan partisipasi anggaran mempunyai kriteria valid 
untuk semua item pertanyaan dengan rhitung lebih besar dari r tabel maka item 
pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas Desentralisasi  
Item 
Pertanyaan 
Correlated item-
Total Correlation 
R Tabel Kcsimpulan 
1 0,931 0,219 Valid 
2 0,932 0,219 Valid 
3 0,949 0,219 Valid 
4 0,724 0,219 Valid 
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Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Tabel 4.6 menunjukkan desentralisasi mempunyai kriteria valid untuk 
semua item pertanyaan dengan rhitung lebih besar dari rtabel maka item 
pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Publik  
Item 
Pertanyaan 
Correlated item-
Total Correlation 
R Tabel Kcsimpulan 
1 0,885 0,219 Valid 
2 0,798 0,219 Valid 
3 0,854 0,219 Valid 
4 0,771 0,219 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Tabel 4.7 menunjukkan akuntabilitas publik mempunyai kriteria valid 
untuk semua item pertanyaan dengan rhitung lebih besar dari rtabel maka item 
pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Validitas Pengawasan Internal  
Item 
Pertanyaan 
Correlated item-
Total Correlation 
R Tabel Kcsimpulan 
1 0,680 0,219 Valid 
2 0,772 0,219 Valid 
3 0,835 0,219 Valid 
4 0,919 0,219 Valid 
5 0,893 0,219 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Tabel 4.8 menunjukkan pengawasan internal mempunyai kriteria valid 
untuk semua item pertanyaan dengan rhitung lebih besar dari rtabel maka item 
pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. 
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2. Hasil Uji Reliabilitas Data 
Pengujian  reliabilitas alat untuk mengukur suatu kuisioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan 
reliabel atau stabil jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 
konsisten atau stabil. Pengujian reliabilitas  data  dilakukan  dengan  uji  
statistik  Cronbach’s  Alpha. Hasil pengujian reliabilitas kuesioner 
ditampilkan dalam tabel berikut: 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Cron bach Alpha Keterangan 
Kinerja Manajerial Satuan KerjaPerangkat 
Daerah 
0,784 Reliabel 
Partisipasi Anggaran 0,833 Reliabel 
Desentralisasi 0,911 Reliabel 
Akuntabilitas Publik 0,844 Reliabel 
Pengawasan Internal  
 
0,881 Reliabel 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
 
Tabel di  atas  menunjukkan  bahwa  nilai  Cronbach’s  alpha    untuk 
variabel  kinerja manajerial satuan kerjaperangkat daerah  adalah  0,785.  Hal  
ini  berarti 0,785 > 0,70 bahwa  konstruk  pertanyaan  yang  disusun  untuk  
mengukur  tingkat kinerja manajerial satuan kerjaperangkat daerah  adalah  
reliabel.  Begitu pula  dengan  variabel  partisipasi anggaran memiliki nilai 
Cronbach’s  alpha  sebesar 0,824, hal ini berarti bahwa 0,824 > 0,70 maka 
konstruk pertanyaan untuk mengukur tingkat partisipasi anggaran  adalah 
reliabel.   
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Sedangkan dengan desentralisasi, akuntabilitas publik, dan 
pengawasan internal  memiliki nilai Cronbach’s  alpha   untuk  ketiga 
variabel  tersebut  secara berturut-turut adalah 0,912 dan 0,848, dan 0,868. 
Ketiga angka tersebut > 0,70 yang berarti bahwa konstruk pertanyaan untuk 
mengukur ketigavariabel tersebut dinyatakan reliabel. 
 
4.2.2. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji  normalitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  penelitian 
variabel  terdistribusi  secara  normal.  Uji  normalitas  data  dalam  penelitian  
ini menggunakan pengujian  One-Sample Kolmogorov Smirnov test  yang 
terdapat dalam program SPSS 22.0  for Windows. Data dikatakan terdistribusi 
dengan normal  apabila  residual  terdistribusi  dengan  normal  yaitu  
memiliki  tingkat signifikansi  diatas  5%  (Ghozali,  2016): 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 82 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 1.32207711 
Most Extreme Differences Absolute .077 
Positive .077 
Negative -.076 
Test Statistic .077 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
 
 
58 
 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
Tabel 4.10 menunjukkan  bahwa  pengujian  nilai Asymp. Sig (2-Tailed) 
memberikan nilai 0,200 dan nilainya di atas 0.05, hal ini berarti data dalam 
penelitian ini telah terdistribusi dengan normal. 
2. Uji Multikolinearitas 
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya 
multikolinieritas. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengam 2 cara yaitu 
dengan melihat nilai Tolerance dan Varians Inflating Factor (VIF). Jika nilai 
Tolerance kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih dari 10 maka 
telah terjadi gejala multikolinieritas Hasil uji  multikolinieritas tersaji pada 
tabel berikut ini : 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Tolerance VIF Keterangan 
Partisipasi Anggaran 0,635 1,574 
Tidak Terdapat 
Multikolinearitas 
Desentralisasi 0,854 1,171 
Tidak Terdapat 
Multikolinearitas 
Akuntabilitas Publik 0,714 1,401 
Tidak Terdapat 
Multikolinearitas 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
 
Berdasarkan tabel 4.11 di atas hasil perhitungan nilai tolerance 
menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance 
kurang dari 0,10. Hal ini ditunjukkan pada variabel partisipasi anggaran, 
desentralisasi, akuntabilitas publik memiliki nilai tolerance yaitu 0,635; 0,854 
dan 0,714. Hal ini berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel 
independen. 
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Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada 
satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, hal pengujian 
ini dapat dilihat pada varibel partisipasi anggaran, desentralisasi, akuntabilitas 
publik masing-masing adalah 1,574; 1,171 dan 1,401. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen 
dalam model regresi. 
3. Uji Heterokedastisitas 
Uji Heteroskedatisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji Glejser. 
Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolute dari 
unstandardized residual sebagai variabel dependen dengan variabel bebas. 
Apabila tingkat signifikansi partisipasi anggaran, desentralisasi, dan 
akuntabilitas publik kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan mengandung 
heterokedastisitas. Hasil dalam penelitian ini tersaji dalam tabel sebagai 
berikut ini. 
Tabel 4.12 
Uji Hasil Heterokesdastisitas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.240 .844  1.470 .146 
PA .030 .034 .127 .901 .370 
DESEN .012 .029 .050 .414 .680 
AP -.059 .057 -.138 -1.042 .300 
a. Dependent Variable: ABS 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Dari tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikansi 
dari partisipasi anggaran, desentralisasi, dan akuntabilitas publik masing-
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masing adalah 0,370; 0,680; dan 0,300. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  
tidak ada variabel yang mengandung heteroskedastisitas karena nilai 
signifikansi > 0,05 
 
4.2.3. Uji Ketepatan Model 
1. Uji F 
Uji F merupakan pengujian bersama-sama variabel independen yang 
dilakukan untuk melihat variabel independen secara keseluruhan terhadap 
variabel dependen. Dengan menggunakan signifikansi 5%. Hasil uji F dilihat 
tabel berikut: 
Tabel 4.13 
Hasil Uji F 
ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regression 145.549 6 24.258 13.454 .000b 
Residual 135.231 75 1.803   
Total 280.780 81    
a. Dependent Variable: KM 
b. Predictors: (Constant), AP_PI, DESEN, PA, PI, DESEN_PI, PA_PI 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa signifikansinya adalah  0.000 
kurang dari 0,05. Nilai Fhitung 13,454  > Ftabel yaitu 2,49(df N1= 5-1 dan df N2 
82-5). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan 
sudah tepat atau fit. 
2. Uji Koefesien Determinasi 
Hasil uji koefisien determinasi antara partisipasi anggaran, desentralisasi, 
akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah  
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dengan pengawasan internal  sebagai variabel moderating dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini sebagai berikut: 
Tabel 4.14 
Hasil Koefisien Determinasi 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .720a .518 .480 1.343 
a. Predictors: (Constant), AP_PI, DESEN, PA, PI, DESEN_PI, PA_PI 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Adjust R Square 
sebesar 0,480. Sehingga dapat disimpulkan pengaruh partisipasi anggaran, 
desentralisasi, akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial satuan kerja 
perangkat daerah  dengan pengawasan internal  sebagai variabel moderating 
sebesar 48% dan sisanya 52% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model 
penelitian. 
 
4.2.4. Analisis Regresi dan  Moderated Regresion Analysis (MRA)  
1. Uji Regresi 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Regresi 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6.641 1.333  4.981 .000 
PA .291 .053 .554 5.487 .000 
DESEN -.096 .045 -.185 -2.128 .037 
AP .273 .090 .289 3.039 .003 
a. Dependent Variable: KM 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
 
 
62 
 
Nilai signifikansi partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial 
sebesar 0,000 sehingga signifikansi dibawah 0,05. Nilai thitung 5,487>ttabel 
1,991. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh 
secara individual terhadap variabel dependen. Sehingga H1 diterima dan dapat 
disimpulkan bahwa bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh 
terhadap kinerja manaerial. Nilai Nilai signifikansi desentraliasai terhadap 
kinerja manajerial sebesar 0,037 sehingga signifikansi dibawah 0,05. Nilai 
thitung -2,128>ttabel 1,991. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen  
mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Sehingga 
H2 diterima dan dapat disimpulkan bahwa bahwa variabel desentralisasi  
berpengaruh terhadap kinerja manaerial. 
Sedangkan variabel akuntabilitas publik memiliki nilai signifikan 
sebeasar 0,003 sehingga signifikansi dibawah 0,05. Nilai thitung 3,039>ttabel 
1,991. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh 
secara individual terhadap variabel dependen. Sehingga H3 diterima dan dapat 
disimpulkan bahwa bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh 
terhadap kinerja manaerial. 
Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka dapat dilihat bahwa 
konstanta sebesar 6,641. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika variabel 
independen dianggap nol, maka perubahan kinerja manajerial adalah sebesar 
6,641 satuan. Koefisien regresi X1 sebesar 0,554, X2 sebesar -0, 185, dan X3 
sebesar 0,289.  Hal tersebut dapat dinyatakan bahwa setiap kenaikan  
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Partisipasi anggaran sebesar 1 satuan akan meningkatkan kinerja manajerial 
sebesar 0,554 satuan. Hal ini berarti arah model tersebut adalah positif.  
Untuk desentralisasi pada setiap penurunan 1 satuan akan menurunkan 
kinerja manajerial sebesar -0,185 maka dapat dikatakan model tersebut adalah 
negative. Sedangkan pada akuntabilitas publik besaran 1 satuan akan  
meningkatkan kinerja manjerial sebesar 0,289 satuan . berarti arah model 
tersebut adalah positif.  
2. Uji MRA (Hipotesis Keempat) 
Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode Moderated Regresion Analysis (MRA). Berdasarkan pengolahan data 
dengan menggunakan program SPSS diperoleh persamaan sebagai berikut: 
Tabel 4.16 
Hasil Uji Moderated Regresion Analysis (MRA) 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7.061 6.573  1.074 .286 
PA .239 .290 .456 .825 .412 
PI .221 .333 .322 .664 .508 
PA_PI .001 .014 .035 .040 .968 
a. Dependent Variable: KM 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
 
Nilai signifikansi untuk partisipasi anggaran dan variabel moderasi 
pengawasan internal terhadap kinerja manajerial diatas 0,05 yaitu sebesar 
0,968. Nilai thitung  0,040 < ttabel 1,991. Ini berarti H4 ditolak yang menyatakan 
bahwa variabel moderasi tidak mempunyai pengaruh secara individual 
terhadap hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal tidak memoderasi 
hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial 
Y =7,061+ 0,239X1 +0,221Z1 + 0,001 (X1Z1) + ε 
 
Dilihat dari persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Partisipasi 
Anggaran memberikan nilai koefisien 0,239 dengan signifikansi 0,412. 
Variabel  pengawasan internal memberikan nilai koefisien 0,221 dengan 
signifikansi 0,508. Variabel moderating X1Z1 (interaksi antara  partisipasi 
anggaran dan pengawasan internal ) memberikan nilai koefisien 0,001 dengan 
signifikansi 0,968.  
Hasil uji t setelah memasukkan variabel interaksi, diketahui bahwa 
probabilitas signifikansi di atas 0,05, sedangkan variabel interaksi antara 
partisipasi anggaran dengan pengawasan internal ternyata juga tidak 
signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan 
internal  dalam penelitian ini bukanlah variabel moderating karena variabel  
interaksi antara partisipasi anggaran dan pengawasan internal positif dan tidak 
signifikan. 
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3. Uji MRA (Hipotesis Kelima) 
Tabel 4.17 
Hasil Uji Moderated Regresion Analysis (MRA) 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7.041 3.529  1.996 .049 
DESEN .256 .393 .492 .651 .517 
PI .475 .176 .692 2.707 .008 
DESEN_P
I 
-.009 .020 -.328 -.431 .667 
a. Dependent Variable: KM 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
 
 Nilai signifikansi untuk desentralisasi dan variabel moderasi 
pengawasan internal terhadap kinerja manajerial diatas 0,05 yaitu sebesar 
0,667. Nilai thitung  -0,431 < ttabel 1,991. Ini berarti H5 ditolak yang menyatakan 
bahwa variabel moderasi tidak mempunyai pengaruh secara individual 
terhadap hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal tidak memoderasi 
hubungan antara desentralisasi terhadap kinerja manajerial. 
Y =7,041+ 0,256X2 +0,475Z1 +  -0,009 (X2Z1) + ε 
 
Dilihat dari persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi 
memberikan nilai koefisien 0,256 dengan signifikansi 0,517. Variabel  
pengawasan internal memberikan nilai koefisien 0,475 dengan signifikansi 
0,008. Variabel moderating X2Z1 (interaksi antara  desentralisasi dan 
pengawasan internal) memberikan nilai koefisien -0,009 dengan signifikansi 
0,667.  
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Hasil uji t setelah memasukkan variabel interaksi, diketahui bahwa 
probabilitas signifikansi di atas 0,05, sedangkan variabel interaksi antara 
desentralisasi dengan pengawasan internal ternyata juga tidak signifikan. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan internal  
dalam penelitian ini bukanlah variabel moderating karena variabel  interaksi 
antara desentralisasi dan pengawasan internal dan tidak signifikan. 
4. Uji MRA (Hipotesis Keenam) 
Tabel 4.18 
Hasil Uji Moderated Regresion Analysis (MRA) 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -5.040 9.012  -.559 .578 
AP 1.004 .537 1.062 1.871 .065 
PI .851 .465 1.238 1.829 .071 
AP_PI -.035 .027 -1.369 -1.275 .206 
a. Dependent Variable: KM 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
 
Nilai signifikansi untuk akuntabilitas publik  dan variabel moderasi 
pengawasan internal terhadap kinerja manajerial diatas 0,05 yaitu sebesar 
0,206. Nilai thitung  -1,275 < ttabel 1,991. Ini berarti H6 ditolak yang menyatakan 
bahwa variabel moderasi tidak mempunyai pengaruh secara individual 
terhadap hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal tidak memoderasi 
hubungan antara akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial. 
 
Y = -5,040+ 1,004X3 +0,851Z1 +  -0,035 (X3Z1) + ε 
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Dilihat dari persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas 
publik memberikan nilai koefisien 1,004 dengan signifikansi 0,065. Variabel  
pengawasan internal memberikan nilai koefisien 0,851 dengan signifikansi 
0,071. Variabel moderating X3Z1 (interaksi antara  akuntabilitas publik dan 
pengawasan internal ) memberikan nilai koefisien -0,035 dengan signifikansi 
0,206.  
Hasil uji t setelah memasukkan variabel interaksi, diketahui bahwa 
probabilitas signifikansi di atas 0,05, sedangkan variabel interaksi antara 
desentralisasi dengan pengawasan internal ternyata juga tidak signifikan. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan internal  
dalam penelitian ini bukanlah variabel moderating karena variabel  interaksi 
antara akuntabilitas publik dan pengawasan internal dan tidak signifikan. 
 
4.3. Pembahasan Dan Analisis Data (Pembuktian Hipotesis) 
4.3.1. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan 
Kerja Perangkat Daerah. 
Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa H1 
diterima dan disimpulkan bahwa partisipasi anggaan   berpengaruh terhadap 
kinerja manjerial satuan kerja perangkat daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitiannya Wulandari (2016) yang menyatakan partisipasi dalam penyususna 
anggaran  berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. 
 Hal ini  dikarenakan  dengan adanya proses partisipasi anggaran di satuan 
kerja perangkat daerah akan memuncul komitmen manajemen pada berbagai 
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jenjang untuk mencapai tujuannya. Dengan tercapainya pencapaiaan tujuan 
tersebut dapat dikatakan kegiatan kinerja manajemen telah berjalan dengan baik. 
 
4.3.2. Pengaruh Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja 
Perangkat Daerah. 
Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa H2 
diterima dan disimpulkan bahwa desentralisasi  berpengaruh terhadap kinerja 
manjerial satuan kerja perangkat daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitiannya Sari (2016), Hidrayadi (2015), Primadana et al (2014), yang 
menyatakan desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manjerial, yang artinya 
bahwa dengan adanya desentralisasi mendorong peningkatan kinerja di organisasi, 
pengaruh tersebut terjadi karena penetapan kebijakan yang dilakukan oleh manjer 
yang lebih memahami kondisi unit yang dipimpinnya sehingga kualitas kebijakan 
diharapkan menjadi lebih baik .    
 
4.3.3. Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan 
Kerja Perangkat Daerah. 
Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa H3 
diterima dan disimpulkan bahwa akuntabilitas publik  berpengaruh terhadap 
kinerja manjerial satuan kerja perangkat daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitiannya Astini et al (2014), yang menyatakan akuntabilitas publik 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD.  
Dengan adanya laporan akuntabilitas publik atau terpenuhinya prinsip 
pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas bagi masyarakat, 
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menilai  bahwa pemerintah daerah  telah  accountable. Tingginya tingkat 
akuntabilitas juga meningkat kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan 
efisiensi dalam penggunaan anggaran. 
 
4.3.4. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan 
Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderasi. 
Uji hipotesis menunjukan H4 ditolak bahwa pengawasan internal  tidak 
dapat memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja 
manajerial. Hasil tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Bangun (2009) yang menyatakan bahwa pengawasan internal  tidak dapat 
memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial . 
 Hal ini dikarenakan pengawasan internal pada satuan kerja perangkat 
daerah Boyolali masih dalam kondisi  rendah, sehingga menjadikan variabel 
pengawasan internal pada penelitian ini kurang memiliki pengaruh terhadap 
hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manjerial satuan .  
Pada penelitian lain yang dilakukan Tarjono dan Nugraha (2015), 
pengawasan internal dapat memoderasi partisipasi anggaran terhadap kinerja 
manajerial. Akan tetapi pada penelitian yan dilakukan pada dinas Kab Boyolali 
menunjukan  hasil yang berbeda yaitu  pengawasan internal tidak mampu 
memoderasi partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. 
 
4.3.5. Pengaruh Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial dengan 
Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderasi. 
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Hasil dari pengolahan data menunjukan bahwa H5 ditolak, dan menujukan 
lagi bahwa variabel pengawasan internal tidak mampu memoderasi hubungan 
antara desentralisasi terhadap kinerja manajerial. Hasil tersebut sama dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Bangun (2009) yang menyatakan bahwa 
pengawasan internal  tidak dapat memoderasi hubungan antara desentralisasi  
terhadap kinerja manajerial. 
Alasan dalam penelitian ini pengawasan internal tidak dapat memoderasi 
hubungan antara desentralisasi terhadap kinerja manajerial karena kurangnya 
monitoring  terhadap pegawai serta hasil pengisian kuisioner yang mayoritas di isi 
oleh staf.  
 
4.3.6. Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial dengan 
Pengawasan Interanal sebagai Variabel Moderasi. 
 Untuk uji hipotesis H6 menunjukan bahwa variabel pengawasan internal 
tidak mampu memderasi hubungan antara akuntabilitas publik terhadap kinerja 
manajerial. Alasan kenapa pengawasan internal tidak mampu memoderasi 
hubungan antara akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial disebabkan 
karena Akuntabilitas Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) Kabupaten Boyolali 
masih belum baik yaitu masih berada pada level I.  
APIP memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan yakni fungsi 
pengawasan. Selain fungsi pengawasan APIP bertanggung jawab mengevaluasi 
fungsi-fungsi manajemen lainnya. Semakin tinggi pengawasan akan membantu 
tingkat efesiensi serta transparansi penggunaan anggaran.  
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Dilihat dari hasil regresi variabel akuntabilitas publik terhadap kinerja 
manajerial menunjukan berpengaruh signifikan, akan tetapi jika ditambahkan 
variabel pengawasan internal untuk memoderasi akuntabilitas publik terhadap 
kinerja manajerial tidak mampu memoderasi variabel tersebut.  
BAB V 
PENUTUP 
5.1. KESIMPULAN 
Dari hasil analisis dan pembahasan pengawasan internal sebagai variabel 
moderating dalam hubungan antara partisipasi anggaran, desentralisasi, 
akuntabilitas publik, pengawasan internal dan kinerja manajerial di SKPD 
kabupaten boyolali  sebagai berikut: 
1. Hipotesis pertama (H1) diterima dan disimpulkan partisipasi anggaran 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.  Dikarenakan  dengan 
adanya proses partisipasi anggaran akan memuncul komitmen manajemen 
pada berbagai jenjang untuk mencapai tujuannya karena dibuat bersama-sama. 
2. Hipotesis kedua (H2) diterima dan disimpulkan desentralisasi berpengaruh  
terhadap kinerja manajerial. dengan adanya desentralisasi mendorong 
peningkatan kinerja di organisasi, pengaruh tersebut terjadi karena penetapan 
kebijakan yang dilakukan oleh manjer yang lebih memahami kondisi unit 
yang dipimpinnya sehingga kualitas kebijakan diharapkan menjadi lebih baik. 
3. Hipotesis pertama (H3) diterima dan disimpulkan akuntabilitas publik 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Dengan adanya laporan 
akuntabilitas publik dapat menimbulkan implikasi yang luas bagi masyarakat, 
menilai  bahwa pemerintah daerah  telah  accountable serta meningkat 
kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi dalam penggunaan 
anggaran. 
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4. Hipotesis ketiga (H4) ditolak dan disimpulkan bahwa pengawasan internal 
tidak berpengaruh terhadap hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja 
manajerial. Dikarenakan pengawasan internal pada satuan kerja perangkat 
daerah Boyolali masih dalam kondisi  rendah, 
5. Hipotesis ketiga (H5) ditolak dan disimpulkan bahwa pengawasan internal 
tidak berpengaruh terhadap hubungan desentralisasi terhadap kinerja 
manajerial. Karena kurangnya monitoring  terhadap pegawai serta hasil 
pengisian kuisioner yang mayoritas di isi oleh staf. 
6. Hipotesis ketiga (H6) ditolak dan disimpulkan bahwa pengawasan internal 
tidak berpengaruh terhadap hubungan akuntabilitas publik terhadap kinerja 
manajerial. Karena akuntabilitas pengawas instansi pemerintah (APIP) 
Kabupaten Boyolali masih belum baik yaitu masih berada pada level I. 
 
5.2. KETERBATASAN PENELITIAN 
Dalam penelitian ini penulis memiliki keterbatasan penelitian sebagai 
berikut: 
1. Data penelitian yang berasal dari persepsi responden yang disampaikan secara 
tertulis dengan bentuk instrumen kuesioner mungkin mempengaruhi validitas 
hasil.  Persepsi  responden  belum  tentu  mencerminkan  keadaan  yang 
sebenarnya. 
2. Kuisioner yang berasal dari responden didominasi pejabat tingkat staff, 
sehingga sehingga kurang sesuai akuratannya.  
3. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  variabel  partisipasi  anggaran,  
desentralisasi, akuntabilitas publik, dan pengawasan internal, sehingga 
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dimungkinkan adanya variabel lain  yang  mempengaruhi  kinerja,  misalnya  
sistem informasi manajemen komitmen organisasi,  kompensasi, pengetahuan 
pegawai, budaya organisasi, dan lain-lain sebagainya. 
 
5.3. SARAN-SARAN 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka penulis 
memberikan saran antaran lain: 
1. Selain menggunakan kuesioner secara tertulis bias ditambahkan dengan 
menggunakan wawancara atau interview. 
2. Saran untuk perguruan tinggi lebih mengembangkan keilmuan pendalamam 
materi maupun skil, atau bisa juga mengandakan seminar yang berhubungan 
dengan anggaran dilembaga pemerintah. 
3. Untuk  lebih  meningkatkan  kinerja  demi  kemajuan  institusi,  maka  perlu 
ditingkatkan  dalam  keikutsertaan  partisipasi  penyusunan  anggaran,, 
desentralisasi dan akuntabilitas publik, serta tak kalah penting peningkatan 
pengawasan internal  di  semua lini manajemen SKPD, karena dengan 
peningkatan pengawasan akan menjamin berjalannya manajemen yang lebih 
baik. 
4. Untuk  peneliti  selanjutnya  diharapkan  melaksanakan  penelitian  dengan 
responden yang lebih luas agar penelitian dapat digunakan secara universal. 
5. Peneliti  selanjutnya  diharapkan  menambah  variabel  penelitian,  agar  dapat 
diketahui adanya variabel lain yang mempengaruhi kinerja manajerial. 
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LAMPIRAN 1 
SAMPEL PENELITIAN 
 
No Nama SKPD 
1. Sekretariat Daerah. 
2. Sekretariat DRPD. 
3. Inspektorat Daerah. 
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 
5. Dinas Kesehatan. 
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. 
8. Dinas Sosial. 
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak. 
10. Dinas Ketahana Pangan. 
11. Dinas Lingkungan Hidup. 
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . 
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
14. Dinas Perhubungan. 
15. Dinas Komunikasi dan Informatika. 
16. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja . 
17. Dinas Penanaman  Modal dan Pelayanan Terpadu Satu. 
18. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata. 
19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. 
20 Dinas Pertanian. 
21. Dinas Peternakan dan Perikanan. 
22. Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 
23. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. 
24. Badan Keuangan Daerah. 
25. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.  
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LAMPIRAN 2 
KUISIONER PENELITIAN 
 
Data Responden dan Kuisioner Penelitian  
 
Petunjuk pengisisan kuisioner: 
Kuisoner penelitian yang berjudul “Pengawasan Internal sebagai variabel 
moderasi pengaruh Partisipasi Anggaran, Desentralisasi, Akuntabilitas 
Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (studi 
pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Boyolali” ini, terbagi menjadi dua 
bagian. Bagian pertama mengenai identitas responden, sedangkan bagian kedua 
mengenai daftar pertanyaan  pernyataan terdiri dari tiga macam yaitu kuisioner 
tentang kinerja manajerial, kuisioner partisipasi anggaran, kuisioner desentralisasi, 
kuisioner akuntabilitas publik, serta kuisioner pangawasan internal. 
BAGIAN I : IDENTITAS RESPONDEN 
a. No. responden  : (          ) 
b. Nama   :………………..  
c. Umur   :……….Tahun 
d. Jenis Kelamin  : laki-lak  perempuan 
e. Pendidikan terakhir :………. 
f. Nama Instansi  :………. 
g. Masa kerja  :………. Tahun 
h. Jabatan  :………. 
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Daftar pertanyaan 
1. Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Penulis mengharapkan bapak dan ibu berkenan untuk menjawab 
pertanyaan dibawah ini sesuai dengan kondisi bapak dan ibu bekerja. Dengan 
memberikan tanda ceklis (√ ) pada table yang sudah tersedia dengan memilih: 
STS  : Sangat Tidak Setuju.   S  : Setuju  
TS  : Tidak  Setuju.    SS : Sangat Setuju. 
N : Netral.    
No Pernyataan STS TS N S SS 
1. Realisasi  program dan kegiatan sebagian 
besar telah dilaksanakan sesuai rencana 
yang telah ditetapkan. 
     
2. Ukuran-ukuran kinerja dari program dan 
kegiatan dinyatakan secara jelas dan 
disesuaikan unit kerja. 
     
3. Proses pertanggungjawaban SPJ dan 
pelaporan keuangan telah dilaksanakan 
dengan sesuai waktu yang ditentukan.  
     
4.  Program dan kegiatan telah di 
dokumentasikan secara spesifik  dan 
detail. 
     
 
2. Kuisoner Partisipasi Anggaran  
No Pernyataan STS TS N S SS 
1. Dalam menyusun anggaran, program, dan 
kegiatan, semua pihak ikut dilibatkan. 
     
2. Saya puas akan hasil akhir anggaran, 
program yag disusun. 
     
3. Saya diberi kesempatan untuk 
menyampaikan pendapat /opini.  
     
4. Semua pihak berkontribusi terhadap 
partisipasi anggaran sangat besar 
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5. Saya memiliki pengaruh yang kuat 
terhadap proses penyusunan rencana 
anggaran 
     
6. Saya selalu dimintai usulan setiap periode 
penyusunan anggaran 
     
 
3. Kuisoner Desentralisasi  
Pertanyaan berikut menggambarkan seberapa tingkat pendelegasian 
wewenang satuan kerja Bapak/Ibu. Mohon beri tanda silang(x) atau lingkaran 
pada angka yang sesuai untuk masing-masing pertanyaan. 
1. Saya menpunyai wewenang dalam menentukan jumlah anggaran untuk 
satuan kerja saya. 
1           2            3           4            5 
Tidak memiliki wewenang    Memiliki wewenang penuh 
 
2. Saya mempunyai wewenang untuk menentukan prioritas kegiatan yang 
akan dilaksanakan. 
1           2            3           4            5 
Tidak memiliki wewenang    Memiliki wewenang penuh 
 
3. Saya memiliki wewenang untuk menentukan pegawai yang terlibat dalam 
program kegiatan. 
1           2            3           4            5 
Tidak memiliki wewenang    Memiliki wewenang penuh 
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4. Saya memiliki wewenang untuk menentukan penempatan pegawai di 
satuan kerja saya. 
1           2            3           4            5 
Tidak memiliki wewenang    Memiliki wewenang penuh 
 
4. Kuisoner Akuntabilitas Publik 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Pelaksanaan kegiatan pelaporan 
pertanggungjawaban sesuia kondisi dan 
hasil yang ada. Serta Penggunaan  
anggaran didasarkan atas hukum dan 
peraturan yang berlaku. 
     
2. 
 
 
Prosedur yang digunakan dalam 
melaksanaan program kegiatan telah 
sesuai dengan prosedur administrasi, 
sistem informasi akuntansi, sistem 
informasi manajemen. 
     
3. Program-program anggaran dirancang 
dengan prinsip efektifitas dan efesiensi 
dengan mepertimbangkan pencapaiaan 
target serta hasil output maksimal. 
     
4. Pelaporan pertanggungjawaban kepada 
pemerintah daerah kepada DPRD dan 
masyarakat luas. 
     
 
 
5. Kuisoner Pengawasan Internal 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Dengan adanya pengawas internal kinerja 
pegawai akan lebih disipilin, dan 
pencaaian target relistis,  karena selalu di 
monitoring.  
     
2. Pendelegasian wewenang kepada 
pegawai sesuai rekomendasi/saran 
pengawas internal 
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3. Pengawas internal telah dan ikut 
memonitoring dalam proses 
penganggaran, realisasi,dan penyusunan 
laporan kegiatan APBD. 
     
4. Pengawas internal memonitoring setiap 
program-program kegiatan 
     
5. Pengawas internal memonitoring kinerja 
setiap pegawai.   
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LAMPIRAN 3 
DATA PENELITIAN 
 
Kinerja Manajerial 
No 
Responden KM1 KM2 KM3 KM4 KM 
1 5 5 4 4 18 
2 5 5 5 5 20 
3 4 4 3 3 14 
4 4 4 5 3 16 
5 4 4 2 3 13 
6 4 4 4 4 16 
7 4 2 5 1 12 
8 5 4 4 4 17 
9 5 5 4 4 18 
10 5 5 5 5 20 
11 5 5 5 5 20 
12 4 4 4 4 16 
13 4 4 4 4 16 
14 4 4 4 4 16 
15 5 4 4 4 17 
16 5 5 5 5 20 
17 4 4 5 5 18 
18 4 4 3 4 15 
19 5 4 4 4 17 
20 5 5 5 4 19 
21 4 5 5 4 18 
22 5 5 4 4 18 
23 4 4 3 3 14 
24 5 4 4 4 17 
25 5 5 4 4 18 
26 4 4 4 4 16 
27 4 4 4 4 16 
28 4 4 5 5 18 
29 4 4 4 4 16 
30 5 4 4 4 17 
31 5 5 4 4 18 
32 5 5 5 4 19 
33 5 5 5 5 20 
34 5 5 5 5 20 
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35 5 5 5 5 20 
36 4 4 4 4 16 
37 4 3 4 4 15 
38 5 5 5 5 20 
39 5 5 5 5 20 
40 4 4 5 3 16 
41 4 4 5 4 17 
42 4 4 4 4 16 
43 4 4 4 4 16 
44 4 4 4 4 16 
45 4 4 4 4 16 
46 4 4 4 4 16 
47 4 3 3 3 13 
48 4 4 4 5 17 
49 5 5 4 4 18 
50 4 4 4 4 16 
51 4 4 4 4 16 
52 4 4 4 4 16 
53 4 4 4 4 16 
54 4 4 4 4 16 
55 4 5 4 4 17 
56 5 5 5 5 20 
57 5 5 4 4 18 
58 4 5 4 4 17 
59 4 4 4 4 16 
60 4 4 4 4 16 
61 4 4 3 4 15 
62 5 5 5 5 20 
63 4 5 5 4 18 
64 4 4 3 4 15 
65 5 5 5 5 20 
66 4 4 4 4 16 
67 5 5 5 5 20 
68 5 4 4 4 17 
69 4 4 4 4 16 
70 5 4 4 4 17 
71 4 5 4 4 17 
72 4 4 4 4 16 
73 5 4 4 4 17 
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74 4 4 5 4 17 
75 4 4 4 4 16 
76 5 5 4 4 18 
77 5 5 5 5 20 
78 5 4 4 4 17 
79 4 4 5 3 16 
80 4 5 4 4 17 
81 5 5 5 5 20 
82 5 5 5 5 20 
 
Partisipasi anggaran 
No 
Responden PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA 
1 4 4 4 4 4 4 24 
2 5 5 5 5 5 5 30 
3 3 3 4 3 3 3 19 
4 5 3 3 2 1 3 17 
5 4 3 3 2 1 1 14 
6 4 4 4 4 4 4 24 
7 2 4 3 4 4 4 21 
8 4 4 4 3 3 4 22 
9 4 4 4 3 4 4 23 
10 5 5 5 4 4 4 27 
11 4 4 5 4 5 4 26 
12 3 4 4 4 4 4 23 
13 4 4 4 4 4 4 24 
14 4 4 4 4 3 3 22 
15 4 4 4 4 3 3 22 
16 5 5 5 5 5 5 30 
17 3 3 4 4 2 2 18 
18 4 4 4 4 3 3 22 
19 4 3 4 3 3 4 21 
20 2 3 4 4 3 4 20 
21 4 4 3 5 4 5 25 
22 5 4 5 4 5 5 28 
23 4 2 3 4 4 4 21 
24 4 4 4 4 5 5 26 
25 5 4 4 4 3 4 24 
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26 4 4 4 4 3 4 23 
27 4 4 4 2 3 4 21 
28 4 3 4 4 3 3 21 
29 5 5 5 4 4 5 28 
30 1 1 5 4 1 4 16 
31 4 4 4 4 4 4 24 
32 4 4 5 5 5 5 28 
33 4 4 5 5 4 5 27 
34 5 5 4 4 4 4 26 
35 5 4 4 4 4 4 25 
36 5 3 3 3 1 1 16 
37 4 3 4 4 3 3 21 
38 4 4 4 4 4 4 24 
39 4 4 4 4 5 4 25 
40 3 4 3 3 2 2 17 
41 2 3 4 3 3 2 17 
42 4 4 4 4 4 4 24 
43 4 4 4 4 3 3 22 
44 4 4 4 4 3 3 22 
45 4 4 4 4 3 3 22 
46 4 4 4 4 3 3 22 
47 4 3 4 3 3 3 20 
48 4 4 5 4 4 3 24 
49 4 4 4 4 4 4 24 
50 4 3 3 3 3 3 19 
51 4 3 3 3 3 3 19 
52 4 3 3 3 3 3 19 
53 4 3 4 4 3 3 21 
54 4 3 4 4 3 3 21 
55 4 4 4 4 3 3 22 
56 4 5 5 4 4 5 27 
57 4 4 5 4 4 4 25 
58 4 5 5 4 4 4 26 
59 4 4 4 2 2 2 18 
60 4 2 4 4 2 2 18 
61 4 3 2 3 2 2 16 
62 5 5 5 4 4 4 27 
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63 4 4 3 5 4 5 25 
64 4 4 4 4 3 3 22 
65 4 4 4 4 4 4 24 
66 4 4 4 4 4 4 24 
67 4 4 5 5 4 5 27 
68 4 4 4 4 3 3 22 
69 4 4 4 4 3 3 22 
70 4 5 5 4 4 4 26 
71 4 4 4 4 3 3 22 
72 4 4 4 4 3 4 23 
73 4 4 4 4 3 4 23 
74 2 3 4 3 3 2 17 
75 4 3 3 3 3 3 19 
76 4 4 5 4 4 4 25 
77 5 5 5 5 5 5 30 
78 4 4 4 4 5 5 26 
79 5 3 3 2 1 3 17 
80 4 4 4 4 3 3 22 
81 4 4 4 4 4 4 24 
82 5 5 4 4 4 4 26 
 
Desentraliasasi 
No 
Responden DESEN1 DESEN2 DESEN3 DESEN4 DESEN 
1 4 4 4 1 13 
2 4 3 3 3 13 
3 1 1 1 1 4 
4 1 1 1 1 4 
5 1 1 1 1 4 
6 1 2 3 1 7 
7 3 4 3 3 13 
8 1 1 1 1 4 
9 1 1 1 1 4 
10 4 4 4 4 16 
11 3 3 2 1 9 
12 1 1 1 1 4 
13 2 2 2 2 8 
14 2 2 2 2 8 
15 2 2 2 2 8 
16 3 3 3 1 10 
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17 1 1 1 1 4 
18 3 3 3 3 12 
19 3 2 3 2 10 
20 2 3 3 2 10 
21 2 3 3 4 12 
22 4 4 5 1 14 
23 4 3 2 1 10 
24 4 5 5 2 16 
25 1 2 1 1 5 
26 1 2 1 1 5 
27 1 1 2 1 5 
28 3 4 3 1 11 
29 4 3 3 1 11 
30 1 1 1 2 5 
31 2 1 1 1 5 
32 1 1 1 1 4 
33 1 1 1 1 4 
34 1 1 1 1 4 
35 1 1 1 1 4 
36 1 1 1 1 4 
37 1 1 1 1 4 
38 3 3 2 2 10 
39 2 2 2 2 8 
40 1 2 2 1 6 
41 1 1 1 1 4 
42 1 1 1 1 4 
43 3 3 3 2 11 
44 3 3 3 2 11 
45 3 3 3 2 11 
46 3 3 3 2 11 
47 1 1 1 1 4 
48 2 2 2 2 8 
49 1 1 1 1 4 
50 2 2 2 2 8 
51 2 2 2 2 8 
52 2 2 2 2 8 
53 1 1 1 1 4 
54 1 1 1 1 4 
55 1 2 1 1 5 
56 2 2 2 2 8 
57 2 2 4 3 11 
58 2 2 2 2 8 
59 1 1 1 1 4 
60 3 2 3 3 11 
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61 1 1 1 1 4 
62 4 4 4 4 16 
63 2 1 1 1 5 
64 3 3 3 3 12 
65 1 1 1 1 4 
66 2 2 2 2 8 
67 1 1 1 1 4 
68 2 2 2 2 8 
69 1 2 1 1 5 
70 2 2 2 2 8 
71 1 2 1 1 5 
72 1 2 1 1 5 
73 3 2 2 2 9 
74 1 1 1 1 4 
75 2 2 2 2 8 
76 2 2 4 3 11 
77 3 3 3 1 10 
78 4 5 5 2 16 
79 1 1 1 1 4 
80 1 2 1 1 5 
81 1 1 1 1 4 
82 1 1 1 1 4 
 
Akuntabilitas publik 
No 
Responden AP1 AP2 AP3 AP4 AP 
1 5 5 5 5 20 
2 5 5 4 5 19 
3 3 3 3 3 12 
4 3 3 4 5 15 
5 3 3 3 3 12 
6 4 4 4 4 16 
7 3 4 2 3 12 
8 4 4 5 4 17 
9 4 4 4 4 16 
10 4 4 4 4 16 
11 5 5 5 5 20 
12 3 3 3 3 12 
13 4 4 4 4 16 
14 4 4 4 4 16 
15 5 4 5 4 18 
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16 5 5 5 5 20 
17 4 4 3 5 16 
18 4 4 4 4 16 
19 4 5 4 4 17 
20 4 5 4 4 17 
21 4 3 4 5 16 
22 5 4 5 4 18 
23 4 4 4 5 17 
24 5 5 5 5 20 
25 4 4 4 4 16 
26 5 5 5 5 20 
27 4 4 4 4 16 
28 4 4 5 5 18 
29 4 4 5 5 18 
30 4 5 5 5 19 
31 5 4 5 5 19 
32 5 5 5 5 20 
33 5 5 5 5 20 
34 4 4 4 4 16 
35 5 5 5 5 20 
36 5 4 4 4 17 
37 4 4 4 3 15 
38 5 5 5 5 20 
39 5 4 5 4 18 
40 4 5 4 3 16 
41 4 4 4 3 15 
42 4 4 4 4 16 
43 4 4 4 4 16 
44 4 4 4 4 16 
45 4 4 4 4 16 
46 4 4 4 4 16 
47 4 4 4 4 16 
48 4 4 4 4 16 
49 5 5 4 5 19 
50 4 4 4 4 16 
51 4 4 4 4 16 
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52 4 4 4 4 16 
53 4 4 4 4 16 
54 4 4 4 4 16 
55 4 4 4 5 17 
56 4 5 4 4 17 
57 5 5 4 5 19 
58 5 4 4 4 17 
59 4 4 4 4 16 
60 4 4 4 4 16 
61 4 4 3 4 15 
62 4 4 4 4 16 
63 4 3 4 5 16 
64 4 4 4 4 16 
65 4 4 4 4 16 
66 4 4 4 4 16 
67 5 5 5 5 20 
68 5 4 5 4 18 
69 5 5 5 5 20 
70 5 4 4 4 17 
71 4 4 4 5 17 
72 5 5 5 5 20 
73 4 4 4 4 16 
74 4 4 4 3 15 
75 4 4 4 4 16 
76 5 5 4 5 19 
77 5 5 5 5 20 
78 5 5 5 5 20 
79 3 3 4 5 15 
80 4 4 4 5 17 
81 4 4 4 4 16 
82 4 4 4 4 16 
 
Pengawasan internal  
No 
Responden PI1 PI2 PI3 PI4 PI5 PI 
1 5 4 4 4 4 21 
 
 
94 
 
2 5 4 4 4 4 21 
3 3 3 3 3 3 15 
4 4 4 4 4 4 20 
5 3 3 3 3 3 15 
6 4 4 4 4 4 20 
7 3 4 3 4 3 17 
8 4 4 4 4 4 20 
9 4 4 4 4 4 20 
10 4 4 4 4 5 21 
11 5 4 5 5 4 23 
12 3 3 3 3 3 15 
13 4 4 4 4 4 20 
14 4 4 4 4 4 20 
15 4 4 4 4 4 20 
16 5 5 5 5 5 25 
17 4 4 4 4 3 19 
18 4 4 3 3 3 17 
19 4 4 4 5 4 21 
20 4 4 4 4 4 20 
21 4 3 4 3 4 18 
22 5 2 3 2 2 14 
23 4 2 2 2 2 12 
24 4 4 4 4 4 20 
25 4 4 4 4 4 20 
26 5 4 4 5 4 22 
27 5 4 2 4 4 19 
28 3 4 3 3 3 16 
29 4 5 4 4 5 22 
30 5 4 4 4 5 22 
31 5 5 5 5 5 25 
32 5 4 5 5 5 24 
33 4 4 4 4 4 20 
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34 5 5 5 5 5 25 
35 5 4 4 4 4 21 
36 4 3 4 4 4 19 
37 5 4 4 4 3 20 
38 5 5 5 5 5 25 
39 5 5 3 5 5 23 
40 4 5 3 4 4 20 
41 4 4 4 4 4 20 
42 4 4 4 4 4 20 
43 4 4 4 3 3 18 
44 4 4 4 3 3 18 
45 4 4 4 3 3 18 
46 4 4 4 4 4 20 
47 4 4 4 4 4 20 
48 5 4 4 4 4 21 
49 4 4 4 4 4 20 
50 4 3 3 3 3 16 
51 4 3 3 3 3 16 
52 4 3 3 3 3 16 
53 4 3 4 4 4 19 
54 4 3 4 4 4 19 
55 5 4 4 4 4 21 
56 4 5 5 4 4 22 
57 4 4 4 4 4 20 
58 4 5 5 4 4 22 
59 4 4 4 4 4 20 
60 2 4 2 2 2 12 
61 4 4 4 4 3 19 
62 4 4 4 4 5 21 
63 4 3 4 3 4 18 
64 4 4 3 3 3 17 
65 4 4 4 4 4 20 
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66 4 4 4 4 4 20 
67 4 4 4 4 4 20 
68 4 4 4 4 4 20 
69 5 4 4 5 4 22 
70 4 5 5 4 4 22 
71 5 4 4 4 4 21 
72 5 4 4 5 4 22 
73 4 4 4 4 4 20 
74 4 4 4 4 4 20 
75 4 3 3 3 3 16 
76 4 4 4 4 4 20 
77 5 5 5 5 5 25 
78 4 4 4 4 4 20 
79 4 4 4 4 4 20 
80 5 4 4 4 4 21 
81 4 4 4 4 4 20 
82 5 5 5 5 5 25 
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LAMPIRAN 4 
Validitas dan Reliabilitas 
 
Validitas Kinerja Manjerial 
Correlations 
 KM1 KM2 KM3 KM4 KM 
KM
1 
Pearson Correlation 1 .588** .367** .465** .743** 
Sig. (2-tailed)  .000 .001 .000 .000 
N 82 82 82 82 82 
KM
2 
Pearson Correlation .588** 1 .397** .641** .835** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 82 82 82 82 82 
KM
3 
Pearson Correlation .367** .397** 1 .441** .721** 
Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 .000 
N 82 82 82 82 82 
KM
4 
Pearson Correlation .465** .641** .441** 1 .828** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 82 82 82 82 82 
KM Pearson Correlation .743** .835** .721** .828** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 82 82 82 82 82 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Validitas Partisipasi Anggaran 
Correlations 
 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA 
PA1 Pearson 
Correlation 
1 .496** .104 .093 .232* .227* .472** 
Sig. (2-tailed)  .000 .351 .406 .036 .040 .000 
N 82 82 82 82 82 82 82 
PA2 Pearson 
Correlation 
.496** 1 .470** .404** .617** .503** .782** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 82 82 82 82 82 82 82 
PA3 Pearson 
Correlation 
.104 .470** 1 .505** .515** .504** .680** 
Sig. (2-tailed) .351 .000  .000 .000 .000 .000 
N 82 82 82 82 82 82 82 
PA4 Pearson 
Correlation 
.093 .404** .505** 1 .645** .617** .735** 
Sig. (2-tailed) .406 .000 .000  .000 .000 .000 
N 82 82 82 82 82 82 82 
PA5 Pearson 
Correlation 
.232* .617** .515** .645** 1 .781** .882** 
Sig. (2-tailed) .036 .000 .000 .000  .000 .000 
N 82 82 82 82 82 82 82 
PA6 Pearson 
Correlation 
.227* .503** .504** .617** .781** 1 .848** 
Sig. (2-tailed) .040 .000 .000 .000 .000  .000 
N 82 82 82 82 82 82 82 
PA Pearson 
Correlation 
.472** .782** .680** .735** .882** .848** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 82 82 82 82 82 82 82 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Validitas Desentralisasi 
Correlations 
 
DESEN
1 
DESEN
2 
DESEN
3 
DESEN
4 
DESEN 
DESE
N1 
Pearson Correlation 1 .873** .845** .544** .931** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 82 82 82 82 82 
DESEN
2 
Pearson Correlation .873** 1 .870** .516** .932** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 82 82 82 82 82 
DESEN
3 
Pearson Correlation .845** .870** 1 .616** .949** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 82 82 82 82 82 
DESEN
4 
Pearson Correlation .544** .516** .616** 1 .724** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 82 82 82 82 82 
DESEN Pearson Correlation .931** .932** .949** .724** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 82 82 82 82 82 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Validitas Akuntabilitas Publik 
Correlations 
 AP1 AP2 AP3 AP4 AP 
AP1 Pearson Correlation 1 .707** .718** .518** .885** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 82 82 82 82 82 
AP2 Pearson Correlation .707** 1 .534** .423** .798** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 82 82 82 82 82 
AP3 Pearson Correlation .718** .534** 1 .571** .854** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 82 82 82 82 82 
AP4 Pearson Correlation .518** .423** .571** 1 .771** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 82 82 82 82 82 
AP Pearson Correlation .885** .798** .854** .771** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 82 82 82 82 82 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Validitas Pengawasan Internal 
Correlations 
 PI1 PI2 PI3 PI4 PI5 PI 
PI1 Pearson Correlation 1 .290** .458** .581** .508** .680** 
Sig. (2-tailed)  .008 .000 .000 .000 .000 
N 82 82 82 82 82 82 
PI2 Pearson 
Correlation 
.290** 1 .578** .668** .634** .772** 
Sig. (2-tailed) .008  .000 .000 .000 .000 
N 82 82 82 82 82 82 
PI3 Pearson 
Correlation 
.458** .578** 1 .695** .684** .835** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 
N 82 82 82 82 82 82 
PI4 Pearson 
Correlation 
.581** .668** .695** 1 .811** .919** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 
N 82 82 82 82 82 82 
PI5 Pearson 
Correlation 
.508** .634** .684** .811** 1 .893** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 
N 82 82 82 82 82 82 
PI Pearson 
Correlation 
.680** .772** .835** .919** .893** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 82 82 82 82 82 82 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Reabilitas Kinerja Manajerial 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.784 4 
 
Reabilitas Partisipasi Anggaran 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.833 6 
 
Reabilitas Desentralisasi 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.911 4 
 
Reabilitas Akuntabilitas Publik  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.844 4 
 
Reabilitas Pengawasan Internal   
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.881 5 
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LAMPIRAN 5 
Asumsi Klasik dan Ketepatan Model 
 
Uji Multikolinieritas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 6.641 1.333  4.981 .000   
PA .291 .053 .554 5.487 .000 .635 1.574 
DESEN -.096 .045 -.185 -2.128 .037 .854 1.171 
AP .273 .090 .289 3.039 .003 .714 1.401 
a. Dependent Variable: KM 
 
 
Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 82 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. 
Deviation 
1.32207711 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .077 
Positive .077 
Negative -.076 
Test Statistic .077 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
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Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.240 .844  1.470 .146 
PA .030 .034 .127 .901 .370 
DESEN .012 .029 .050 .414 .680 
AP -.059 .057 -.138 -1.042 .300 
a. Dependent Variable: ABS 
 
Uji F 
ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regression 145.549 6 24.258 13.454 .000b 
Residual 135.231 75 1.803   
Total 280.780 81    
a. Dependent Variable: KM 
b. Predictors: (Constant), AP_PI, DESEN, PA, PI, DESEN_PI, PA_PI 
 
Uji Koefesien Determinasi 
Model Summary 
Model R 
R 
Square 
Adjusted 
R Square 
Std. 
Error of 
the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .720a .518 .480 1.343 .518 13.454 6 75 .000 
a. Predictors: (Constant), AP_PI, DESEN, PA, PI, DESEN_PI, PA_PI 
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LAMPIRAN 6 
Uji Regresi Hipotesis 
 
Uji Hipotesis Pertama Sampai Ketiga 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .704a .496 .476 1.347 
a. Predictors: (Constant), AP, DESEN, PA 
 
ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regression 139.202 3 46.401 25.563 .000b 
Residual 141.579 78 1.815   
Total 280.780 81    
a. Dependent Variable: KM 
b. Predictors: (Constant), AP, DESEN, PA 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6.641 1.333  4.981 .000 
PA .291 .053 .554 5.487 .000 
DESEN -.096 .045 -.185 -2.128 .037 
AP .273 .090 .289 3.039 .003 
a. Dependent Variable: KM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105 
 
Uji Hipotesis Keempat 
Model Summary 
Model R 
R 
Square 
Adjusted 
R 
Square 
Std. 
Error of 
the 
Estimate 
Change Statistics 
R 
Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .70
5a 
.497 .478 1.346 .497 
25.69
4 
3 78 .000 
a. Predictors: (Constant), PA_PI, PI, PA 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 139.559 3 46.520 25.694 .000b 
Residual 141.222 78 1.811   
Total 280.780 81    
a. Dependent Variable: KM 
b. Predictors: (Constant), PA_PI, PI, PA 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7.061 6.573  1.074 .286 
PA .239 .290 .456 .825 .412 
PI .221 .333 .322 .664 .508 
PA_PI .001 .014 .035 .040 .968 
a. Dependent Variable: KM 
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Uji Hipotesis Kelima 
Model Summary 
Mo
del R 
R 
Square 
Adjusted 
R Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Chang
e df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .591a .349 .324 1.531 .349 13.923 3 78 .000 
a. Predictors: (Constant), DESEN_PI, PI, DESEN 
 
ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regression 97.920 3 32.640 13.923 .000b 
Residual 182.861 78 2.344   
Total 280.780 81    
a. Dependent Variable: KM 
b. Predictors: (Constant), DESEN_PI, PI, DESEN 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7.041 3.529  1.996 .049 
DESEN .256 .393 .492 .651 .517 
PI .475 .176 .692 2.707 .008 
DESEN_P
I 
-.009 .020 -.328 -.431 .667 
a. Dependent Variable: KM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107 
 
Uji Hipotesis Keenam 
Model Summary 
Model R 
R 
Square 
Adjusted 
R Square 
Std. 
Error of 
the 
Estimate 
Change Statistics 
R 
Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 
.649a .421 .399 1.443 .421 
18.93
6 
3 78 .000 
a. Predictors: (Constant), AP_PI, AP, PI 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 118.320 3 39.440 18.936 .000b 
Residual 162.461 78 2.083   
Total 280.780 81    
a. Dependent Variable: KM 
b. Predictors: (Constant), AP_PI, AP, PI 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -5.040 9.012  -.559 .578 
AP 1.004 .537 1.062 1.871 .065 
PI .851 .465 1.238 1.829 .071 
AP_PI -.035 .027 -1.369 -1.275 .206 
a. Dependent Variable: KM 
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LAMPIRAN 7 
Jadwal Penelitian 
 
No 
Bulan Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
  X X X X X X                                 
2 Konsultasi          X X X X  X                          
3 Revisi Proposal                    X X X                   
4 
Pengumpulan 
Data 
                      X X X X X              
5 Analisis Data                           X X X X           
6 
Penulisan 
Akhir Naskah 
Skripsi 
                             X X X         
7 
Pendaftaran 
Munaqosyah 
                               X         
8 Munaqosyah                                  X       
9 Revisi Skripsi                                   X X X X X X 
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